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Ruang fiskal Indonesia semakin terbatas di tengah tekanan
utang, beban bunga, dan kebutuhan pembangunan yang
semakin besar. Pilihan kebijakan harus lebih tajam,

berbasis data, dan berorientasi pada masa depan.
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Abstrak

Ruang fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah membiayai prioritas baru, merespons
guncangan, dan mempertahankan layanan publik tanpa mengorbankan kesinambungan keuangan
negara. Artikel ini menganalisis penyempitan ruang fiskal Indonesia dengan menelaah struktur
pendapatan, kekakuan belanja, subsidi dan kompensasi, pembayaran bunga, kewajiban kontinjensi,
transfer ke daerah, serta banyaknya agenda pembangunan yang berjalan serentak. Meskipun
realisasi APBN Semester | 2026 masih menunjukkan defisit terkendali dan keseimbangan primer
yang positif, kondisi tersebut tidak otomatis berarti diskresi anggaran luas. Tantangan utama terletak
pada kualitas komposisi, keterikatan belanja, volatilitas penerimaan, serta kemampuan institusi
mengubah anggaran menjadi hasil. Artikel mengusulkan enam prioritas: perlindungan modal
manusia; perlindungan sosial adaptif; ketahanan pangan, air, dan energi; infrastruktur selektif;
produktivitas dan transformasi digital; serta adaptasi iklim dan pengurangan risiko bencana. Pada
saatyang sama, belanja seremonial, subsidi tidak tepat sasaran, proyek belum siap, duplikasi
program, dan insentif tanpa bukti manfaat harus dikurangi atau dihentikan. Kesimpulan utama
adalah bahwa ruang fiskal tidak dapat dipulihkan hanya dengan pemotongan anggaran atau
penambahan utang. Diperlukan reformasi penerimaan, spending review, pengelolaan aset dan
utang, transparansi risiko, perbaikan transfer, serta tata kelola berbasis hasil. Prioritisasi yang
kredibel harus mampu menjelaskan bukan hanya apa yang dibiayai, tetapi juga apa yang ditunda
dan mengapa.

Kata Kunci: ruang fiskal; APBN; prioritas anggaran; utang publik; subsidi; belanja publik; kebijakan
fiskal; Indonesia
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1. Pendahuluan: Mengapa Ruang Fiskal Menjadi Isu Strategis

Bagian ini membahas pendahuluan: mengapa ruang fiskal menjadi isu strategis sebagai unsur
penting dalam menilai kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Ruang fiskal bukan sekadar selisih mekanis antara
pendapatan dan belanja, melainkan kapasitas pemerintah untuk mengambil keputusan baru tanpa
merusak kesinambungan fiskal. Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity
cost: penambahan satu program dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan
layanan kesehatan, tambahan utang, atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu,
prioritisasi tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus
membedakan mana yang mendesak, mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan
mana yang sebaiknya dikerjakan oleh swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Ruang fiskal bukan sekadar selisih mekanis antara pendapatan dan belanja,
melainkan kapasitas pemerintah untuk mengambil keputusan baru tanpa merusak kesinambungan
fiskal. Anggaran bukan dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil
negosiasi antara mandat konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi,
kondisi pasar, dan aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka
pendek mengalahkan kepentingan publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan
diperlukan agar kebijakan tetap dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak
menyenangkan semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Indonesia menghadapi simultanitas agenda: perlindungan
sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, pangan, energi, hilirisasi, infrastruktur, transformasi
digital, dan adaptasi iklim. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah
proyek menciptakan biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah
penjaminan menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama
bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan
antargenerasi, bukan hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Indonesia menghadapi simultanitas agenda: perlindungan sosial,
pendidikan, kesehatan, pertahanan, pangan, energi, hilirisasi, infrastruktur, transformasi digital, dan
adaptasi iklim. Keragaman wilayah, kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat
kemiskinan membuat satu desain kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program
nasional memerlukan ruang adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan,
data, audit, dan mekanisme koreksi. Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan
pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Ketika sebagian besar anggaran telah terikat oleh mandat hukum, kontrak,
subsidi, transfer, belanja pegawai, dan pembayaran bunga, kebijakan baru hanya dapat dibiayai
melalui realokasi, peningkatan penerimaan, atau tambahan utang. Kebijakan yang secara
konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir, pengadaan terlambat, petunjuk
teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak memadai. Dengan demikian,
kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal. Mengalokasikan dana pada program yang
belum siap sama artinya dengan mengunci ruang anggaran tanpa memperoleh manfaat yang
dijanjikan.
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Prinsip keadilan juga relevan karena Ketika sebagian besar anggaran telah terikat oleh mandat
hukum, kontrak, subsidi, transfer, belanja pegawai, dan pembayaran bunga, kebijakan baru hanya
dapat dibiayai melalui realokasi, peningkatan penerimaan, atau tambahan utang. Keadilan fiskal
tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah yang sama. Keadilan dapat menuntut alokasi
lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah dengan biaya layanan tinggi, atau generasi
muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis
distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan evaluasi APBN.

Akhirnya, Masalah utama bukan semata besarnya APBN, tetapi mutu komposisi, fleksibilitas,
ketepatan sasaran, serta kemampuan setiap rupiah menghasilkan manfaat sosial-ekonomi.
Kepercayaan publik merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh
ketika melihat layanan yang bermutu, aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang
mampu menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan
memperlemah legitimasi pemungutan pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi
publik harus menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara
terbuka.

Pembahasan mengenai pendahuluan: mengapa ruang fiskal menjadi isu strategis perlu ditempatkan
dalam kerangka yang lebih luas. Masalah utama bukan semata besarnya APBN, tetapi mutu
komposisi, fleksibilitas, ketepatan sasaran, serta kemampuan setiap rupiah menghasilkan manfaat
sosial-ekonomi. Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah
tidak cukup hanya menjaga angka agregat, tetapi harus memastikan hubungan yang masuk akal
antara tujuan, instrumen, biaya, kelompok penerima manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi.
Ketika hubungan itu lemah, anggaran mudah berubah menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika
hubungan itu kuat, anggaran menjadi alat transformasi yang memungkinkan negara melindungi
warga sekaligus membangun kapasitas ekonomi jangka panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Artikel ini menggunakan perspektif ekonomi politik,
manajemen publik, dan tata kelola risiko untuk menjawab prioritas yang patut ditempatkan di garis
depan. Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost: penambahan satu
program dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan kesehatan, tambahan
utang, atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu, prioritisasi tidak boleh berhenti
pada pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus membedakan mana yang
mendesak, mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan mana yang sebaiknya
dikerjakan oleh swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Artikel ini menggunakan perspektif ekonomi politik, manajemen publik, dan
tata kelola risiko untuk menjawab prioritas yang patut ditempatkan di garis depan. Anggaran bukan
dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi antara mandat
konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar, dan aspirasi
masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan kepentingan
publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar kebijakan tetap
dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan semua pihak.

Dari uraian tersebut, pendahuluan: mengapa ruang fiskal menjadi isu strategis tidak dapat
diperlakukan sebagai isu sektoral yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan,
kualitas institusi, distribusi manfaat, dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan
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yang tepat adalah pilihan yang memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi
kelompok rentan, memperkuat kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil
kepada generasi mendatang. Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko,
evaluasi berkala, serta keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

2. Memahami Konsep Ruang Fiskal

Bagian ini membahas memahami konsep ruang fiskal sebagai unsur penting dalam menilai
kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Secara ekonomi politik, Ruang fiskal dapat dipahami sebagai kemampuan menambah belanja
produktif atau menurunkan beban masyarakat tanpa mengancam stabilitas utang, inflasi,
kredibilitas anggaran, dan pelayanan dasar. Anggaran bukan dokumen teknokratis yang steril dari
kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi antara mandat konstitusional, janji politik, tekanan
kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar, dan aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah
mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan kepentingan publik jangka panjang.
Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar kebijakan tetap dapat
dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Ruang fiskal dapat dipahami sebagai kemampuan menambah
belanja produktif atau menurunkan beban masyarakat tanpa mengancam stabilitas utang, inflasi,
kredibilitas anggaran, dan pelayanan dasar. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran
berjalan. Sebuah proyek menciptakan biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan
ekspektasi; sebuah penjaminan menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi
penerimaan selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya
siklus hidup dan antargenerasi, bukan hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Indikator defisit yang rendah tidak otomatis berarti ruang fiskal luas;
negara dapat memiliki defisit terkendali namun belanja sangat kaku dan penerimaan rentan.
Keragaman wilayah, kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan membuat
satu desain kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program nasional memerlukan
ruang adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data, audit, dan
mekanisme koreksi. Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan pembagian
peranyang jelas antara pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Indikator defisit yang rendah tidak otomatis berarti ruang fiskal luas; negara
dapat memiliki defisit terkendali namun belanja sangat kaku dan penerimaan rentan. Kebijakan yang
secara konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir, pengadaan terlambat,
petunjuk teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak memadai. Dengan
demikian, kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal. Mengalokasikan dana pada
program yang belum siap sama artinya dengan mengunci ruang anggaran tanpa memperoleh
manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Ruang fiskal memiliki dimensi tahunan, menengah, dan
antargenerasi sehingga keputusan hari ini harus mempertimbangkan biaya pemeliharaan, kewajiban
kontinjensi, serta risiko masa depan. Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima
jumlah yang sama. Keadilan dapat menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan,
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wilayah dengan biaya layanan tinggi, atau generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan
utang dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan
dan evaluasi APBN.

Akhirnya, Ruang fiskal memiliki dimensi tahunan, menengah, dan antargenerasi sehingga keputusan
hari ini harus mempertimbangkan biaya pemeliharaan, kewajiban kontinjensi, serta risiko masa
depan. Kepercayaan publik merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Waijib pajak lebih bersedia
patuh ketika melihat layanan yang bermutu, aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat
yang mampu menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan
memperlemah legitimasi pemungutan pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi
publik harus menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara
terbuka.

Pembahasan mengenai memahami konsep ruang fiskal perlu ditempatkan dalam kerangka yang
lebih luas. Konsep ini juga mencakup ruang institusional, yaitu kemampuan birokrasi merancang
program, mengadakan barang dan jasa, menyalurkan anggaran, mengawasi hasil, dan
menghentikan program yang tidak efektif. Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan tersebut
berarti bahwa pemerintah tidak cukup hanya menjaga angka agregat, tetapi harus memastikan
hubungan yang masuk akal antara tujuan, instrumen, biaya, kelompok penerima manfaat, dan hasil
yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan itu lemah, anggaran mudah berubah menjadi daftar
kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat, anggaran menjadi alat transformasi yang
memungkinkan negara melindungi warga sekaligus membangun kapasitas ekonomi jangka panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Konsep ini juga mencakup ruang institusional, yaitu
kemampuan birokrasi merancang program, mengadakan barang dan jasa, menyalurkan anggaran,
mengawasi hasil, dan menghentikan program yang tidak efektif. Konsekuensinya, keputusan fiskal
selalu mengandung opportunity cost: penambahan satu program dapat berarti pengurangan
pemeliharaan jalan, penundaan layanan kesehatan, tambahan utang, atau hilangnya cadangan
untuk menghadapi krisis. Karena itu, prioritisasi tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa semua
sektor penting. Pemerintah harus membedakan mana yang mendesak, mana yang berdampak
tinggi, mana yang dapat ditunda, dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh swasta, masyarakat,
atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Kerangka yang sehat menilai bukan hanya debt-to-GDP, tetapi debt service,
keseimbangan primer, kualitas aset publik, kepatuhan pajak, dan kapasitas pertumbuhan. Anggaran
bukan dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi antara
mandat konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar, dan
aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan
kepentingan publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar
kebijakan tetap dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan
semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Kerangka yang sehat menilai bukan hanya debt-to-GDP, tetapi
debt service, keseimbangan primer, kualitas aset publik, kepatuhan pajak, dan kapasitas
pertumbuhan. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek
menciptakan biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah
penjaminan menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama
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bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan
antargenerasi, bukan hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dari uraian tersebut, memahami konsep ruang fiskal tidak dapat diperlakukan sebagai isu sektoral
yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan, kualitas institusi, distribusi manfaat,
dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang
memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi kelompok rentan, memperkuat
kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil kepada generasi mendatang.
Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko, evaluasi berkala, serta
keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

3. Gambaran APBN Indonesia 2026

Bagian ini membahas gambaran apbn indonesia 2026 sebagai unsur penting dalam menilai
kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Aspek penting lainnya adalah bahwa APBN 2026 dirancang dengan pendapatan negara sekitar
Rp3.1583,6 triliun, belanja negara sekitar Rp3.842,7 triliun, dan defisit sekitar Rp689,1 triliun atau
2,68 persen PDB. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek
menciptakan biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah
penjaminan menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama
bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan
antargenerasi, bukan hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, APBN 2026 dirancang dengan pendapatan negara sekitar Rp3.153,6
triliun, belanja negara sekitar Rp3.842,7 triliun, dan defisit sekitar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen
PDB. Keragaman wilayah, kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan
membuat satu desain kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program nasional
memerlukan ruang adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data,
audit, dan mekanisme koreksi. Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan
pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Hingga Semester | 2026, pendapatan negara tercatat sekitar Rp1.459,4
triliun, belanja Rp1.656,0 triliun, defisit Rp196,5 triliun atau 0,76 persen PDB, serta surplus
keseimbangan primer Rp85,1 triliun. Kebijakan yang secara konseptual baik dapat gagal karena data
penerima tidak mutakhir, pengadaan terlambat, petunjuk teknis berubah, koordinasi lemah, atau
kapasitas pelaksana tidak memadai. Dengan demikian, kesiapan implementasi adalah bagian dari
prioritas fiskal. Mengalokasikan dana pada program yang belum siap sama artinya dengan mengunci
ruang anggaran tanpa memperoleh manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Hingga Semester | 2026, pendapatan negara tercatat sekitar
Rp1.459,4 triliun, belanja Rp1.656,0 triliun, defisit Rp196,5 triliun atau 0,76 persen PDB, serta
surplus keseimbangan primer Rp85,1 triliun. Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok
menerima jumlah yang sama. Keadilan dapat menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang
paling rentan, wilayah dengan biaya layanan tinggi, atau generasi muda yang menanggung
konsekuensi keputusan utang dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis distribusi perlu menjadi
bagian rutin dari penyusunan dan evaluasi APBN.
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Akhirnya, Kinerja semesteran tersebut menunjukkan disiplin fiskal tetap terjaga, tetapi belum
menghapus tekanan struktural yang berasal dari kebutuhan belanja besar dan basis penerimaan
yang belum optimal. Kepercayaan publik merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih
bersedia patuh ketika melihat layanan yang bermutu, aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan
pejabat yang mampu menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan
pemborosan akan memperlemabh legitimasi pemungutan pajak maupun reformasi subsidi. Karena
itu, komunikasi publik harus menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya, dan mekanisme
perlindungan secara terbuka.

Pembahasan mengenai gambaran apbn indonesia 2026 perlu ditempatkan dalam kerangka yang
lebih luas. Kinerja semesteran tersebut menunjukkan disiplin fiskal tetap terjaga, tetapi belum
menghapus tekanan struktural yang berasal dari kebutuhan belanja besar dan basis penerimaan
yang belum optimal. Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah
tidak cukup hanya menjaga angka agregat, tetapi harus memastikan hubungan yang masuk akal
antara tujuan, instrumen, biaya, kelompok penerima manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi.
Ketika hubungan itu lemah, anggaran mudah berubah menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika
hubungan itu kuat, anggaran menjadi alat transformasi yang memungkinkan negara melindungi
warga sekaligus membangun kapasitas ekonomi jangka panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Pertumbuhan ekonomi triwulan |1 2026 sebesar 5,61
persen memberi dukungan terhadap penerimaan, namun pertumbuhan nominal dan siklus
komoditas tetap dapat berubah. Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity
cost: penambahan satu program dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan
layanan kesehatan, tambahan utang, atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu,
prioritisasi tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus
membedakan mana yang mendesak, mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan
mana yang sebaiknya dikerjakan oleh swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Pertumbuhan ekonomi triwulan |1 2026 sebesar 5,61 persen memberi
dukungan terhadap penerimaan, namun pertumbuhan nominal dan siklus komoditas tetap dapat
berubah. Anggaran bukan dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil
negosiasi antara mandat konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi,
kondisi pasar, dan aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka
pendek mengalahkan kepentingan publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan
diperlukan agar kebijakan tetap dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak
menyenangkan semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Angka agregat harus dibaca bersama kualitas belanja, pola
penyerapan, risiko semester kedua, serta kebutuhan pembiayaan bruto termasuk jatuh tempo
utang. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek menciptakan
biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah penjaminan
menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama bertahun-tahun.
Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan antargenerasi, bukan
hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Angka agregat harus dibaca bersama kualitas belanja, pola penyerapan,
risiko semester kedua, serta kebutuhan pembiayaan bruto termasuk jatuh tempo utang. Keragaman

10



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD | Ruang Fiskal Indonesia yang Menyempit: Apa yang Harus Diprioritaskan?

wilayah, kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan membuat satu desain
kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program nasional memerlukan ruang
adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data, audit, dan mekanisme
koreksi. Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan pembagian peran yang jelas
antara pusat dan daerah.

Dari uraian tersebut, gambaran apbn indonesia 2026 tidak dapat diperlakukan sebagai isu sektoral
yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan, kualitas institusi, distribusi manfaat,
dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang
memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi kelompok rentan, memperkuat
kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil kepada generasi mendatang.
Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko, evaluasi berkala, serta
keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

4. Mengapa Ruang Fiskal Menyempit

Bagian ini membahas mengapa ruang fiskal menyempit sebagai unsur penting dalam menilai
kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Dalam konteks Indonesia, Penyempitan terjadi ketika pertumbuhan kebutuhan belanja lebih cepat
daripada pertumbuhan penerimaan yang berkelanjutan. Keragaman wilayah, kapasitas administrasi,
struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan membuat satu desain kebijakan tidak selalu menghasilkan
dampak yang sama. Program nasional memerlukan ruang adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut
harus disertai standar layanan, data, audit, dan mekanisme koreksi. Desentralisasi yang baik bukan
pemindahan beban, melainkan pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Penyempitan terjadi ketika pertumbuhan kebutuhan belanja lebih cepat
daripada pertumbuhan penerimaan yang berkelanjutan. Kebijakan yang secara konseptual baik
dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir, pengadaan terlambat, petunjuk teknis berubah,
koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak memadai. Dengan demikian, kesiapan
implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal. Mengalokasikan dana pada program yang belum
siap sama artinya dengan mengunci ruang anggaran tanpa memperoleh manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Belanja wajib dan semi-wajib membatasi diskresi karena
pemerintah harus memenuhi pendidikan, kesehatan, transfer, pensiun, gaji, bunga, subsidi, serta
kontrak multiyears. Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah yang
sama. Keadilan dapat menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah
dengan biaya layanan tinggi, atau generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang
dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan
evaluasi APBN.

Akhirnya, Belanja wajib dan semi-wajib membatasi diskresi karena pemerintah harus memenuhi
pendidikan, kesehatan, transfer, pensiun, gaji, bunga, subsidi, serta kontrak multiyears.
Kepercayaan publik merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh
ketika melihat layanan yang bermutu, aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang
mampu menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan
memperlemah legitimasi pemungutan pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi
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publik harus menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara
terbuka.

Pembahasan mengenai mengapa ruang fiskal menyempit perlu ditempatkan dalam kerangka yang
lebih luas. Agenda politik yang banyak dan serentak menciptakan fragmentasi anggaran; setiap
program tampak penting secara individual tetapi secara kolektif dapat melampaui kemampuan
fiskal. Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah tidak cukup
hanya menjaga angka agregat, tetapi harus memastikan hubungan yang masuk akal antara tujuan,
instrumen, biaya, kelompok penerima manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan
itu lemah, anggaran mudah berubah menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat,
anggaran menjadi alat transformasi yang memungkinkan negara melindungi warga sekaligus
membangun kapasitas ekonomi jangka panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Agenda politik yang banyak dan serentak menciptakan
fragmentasi anggaran; setiap program tampak penting secara individual tetapi secara kolektif dapat
melampaui kemampuan fiskal. Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity
cost: penambahan satu program dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan
layanan kesehatan, tambahan utang, atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu,
prioritisasi tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus
membedakan mana yang mendesak, mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan
mana yang sebaiknya dikerjakan oleh swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Pelemahan harga komoditas, perubahan perdagangan global, gejolak nilai
tukar, dan biaya pembiayaan dapat mengurangi penerimaan atau meningkatkan beban secara tiba-
tiba. Anggaran bukan dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil
negosiasi antara mandat konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi,
kondisi pasar, dan aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka
pendek mengalahkan kepentingan publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan
diperlukan agar kebijakan tetap dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak
menyenangkan semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Pelemahan harga komoditas, perubahan perdagangan global,
gejolak nilai tukar, dan biaya pembiayaan dapat mengurangi penerimaan atau meningkatkan beban
secara tiba-tiba. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek
menciptakan biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah
penjaminan menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama
bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan
antargenerasi, bukan hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Ruang fiskal juga menyempit karena inefisiensi: kebocoran, duplikasi,
salah sasaran, proyek rendah manfaat, aset menganggur, serta program yang terus diperpanjang
tanpa evaluasi. Keragaman wilayah, kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat
kemiskinan membuat satu desain kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program
nasional memerlukan ruang adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan,
data, audit, dan mekanisme koreksi. Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan
pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah.
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Dari sisi implementasi, Ruang fiskal juga menyempit karena inefisiensi: kebocoran, duplikasi, salah
sasaran, proyek rendah manfaat, aset menganggur, serta program yang terus diperpanjang tanpa
evaluasi. Kebijakan yang secara konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir,
pengadaan terlambat, petunjuk teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak
memadai. Dengan demikian, kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal.
Mengalokasikan dana pada program yang belum siap sama artinya dengan mengunci ruang
anggaran tanpa memperoleh manfaat yang dijanjikan.

Dari uraian tersebut, mengapa ruang fiskal menyempit tidak dapat diperlakukan sebagai isu sektoral
yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan, kualitas institusi, distribusi manfaat,
dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang
memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi kelompok rentan, memperkuat
kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil kepada generasi mendatang.
Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko, evaluasi berkala, serta
keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

5. Kekakuan Belanja dan Earmarking

Bagian ini membahas kekakuan belanja dan earmarking sebagai unsur penting dalam menilai
kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Dari sisiimplementasi, Earmarking memberi kepastian pendanaan bagi sektor penting, tetapi terlalu
banyak penguncian dapat menghambat respons terhadap krisis dan perubahan prioritas. Kebijakan
yang secara konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir, pengadaan
terlambat, petunjuk teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak memadai.
Dengan demikian, kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal. Mengalokasikan dana
pada program yang belum siap sama artinya dengan mengunci ruang anggaran tanpa memperoleh
manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Earmarking memberi kepastian pendanaan bagi sektor penting,
tetapi terlalu banyak penguncian dapat menghambat respons terhadap krisis dan perubahan
prioritas. Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah yang sama. Keadilan
dapat menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah dengan biaya layanan
tinggi, atau generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang dan lingkungan. Oleh
karena itu, analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan evaluasi APBN.

Akhirnya, Mandatory spending seharusnya menjamin hasil minimum, bukan sekadar menjamin
persentase anggaran; orientasi input perlu bergeser menuju outcome. Kepercayaan publik
merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh ketika melihat layanan
yang bermutu, aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang mampu menjelaskan pilihan
sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan memperlemah legitimasi
pemungutan pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi publik harus menyampaikan
alasan, data, manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara terbuka.

Pembahasan mengenai kekakuan belanja dan earmarking perlu ditempatkan dalam kerangka yang
lebih luas. Mandatory spending seharusnya menjamin hasil minimum, bukan sekadar menjamin
persentase anggaran; orientasi input perlu bergeser menuju outcome. Dalam praktik kebijakan
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publik, pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah tidak cukup hanya menjaga angka agregat,
tetapi harus memastikan hubungan yang masuk akal antara tujuan, instrumen, biaya, kelompok
penerima manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan itu lemah, anggaran mudah
berubah menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat, anggaran menjadi alat
transformasi yang memungkinkan negara melindungi warga sekaligus membangun kapasitas
ekonomi jangka panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Belanja pegawai dan operasional yang terus membesar
dapat mendesak belanja modal, riset, pemeliharaan, dan layanan garis depan. Konsekuensinya,
keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost: penambahan satu program dapat berarti
pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan kesehatan, tambahan utang, atau hilangnya
cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu, prioritisasi tidak boleh berhenti pada pernyataan
bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus membedakan mana yang mendesak, mana yang
berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh swasta,
masyarakat, atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Belanja pegawai dan operasional yang terus membesar dapat mendesak
belanja modal, riset, pemeliharaan, dan layanan garis depan. Anggaran bukan dokumen teknokratis
yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi antara mandat konstitusional, janji politik,
tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar, dan aspirasi masyarakat. Tantangannya
adalah mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan kepentingan publik jangka panjang.
Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar kebijakan tetap dapat
dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Transfer ke daerah merupakan instrumen pemerataan, namun
desainnya harus mendorong kinerja, kapasitas pajak daerah, dan kualitas layanan, bukan
ketergantungan pasif. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek
menciptakan biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah
penjaminan menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama
bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan
antargenerasi, bukan hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Transfer ke daerah merupakan instrumen pemerataan, namun desainnya
harus mendorong kinerja, kapasitas pajak daerah, dan kualitas layanan, bukan ketergantungan
pasif. Keragaman wilayah, kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan
membuat satu desain kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program nasional
memerlukan ruang adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data,
audit, dan mekanisme koreksi. Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan
pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Reformasi kekakuan belanja memerlukan perubahan regulasi, kontrak
kinerja lintas tingkat pemerintahan, dan mekanisme escape clause yang transparan. Kebijakan yang
secara konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir, pengadaan terlambat,
petunjuk teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak memadai. Dengan
demikian, kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal. Mengalokasikan dana pada
program yang belum siap sama artinya dengan mengunci ruang anggaran tanpa memperoleh
manfaat yang dijanjikan.
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Prinsip keadilan juga relevan karena Reformasi kekakuan belanja memerlukan perubahan regulasi,
kontrak kinerja lintas tingkat pemerintahan, dan mekanisme escape clause yang transparan.
Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah yang sama. Keadilan dapat
menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah dengan biaya layanan tinggi,
atau generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang dan lingkungan. Oleh karena
itu, analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan evaluasi APBN.

Dari uraian tersebut, kekakuan belanja dan earmarking tidak dapat diperlakukan sebagai isu sektoral
yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan, kualitas institusi, distribusi manfaat,
dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang
memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi kelompok rentan, memperkuat
kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil kepada generasi mendatang.
Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko, evaluasi berkala, serta
keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

6. Tekanan Subsidi dan Kompensasi

Bagian ini membahas tekanan subsidi dan kompensasi sebagai unsur penting dalam menilai
kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Prinsip keadilan juga relevan karena Subsidi energi dan pangan dapat melindungi daya beli, tetapi
subsidi berbasis harga sering dinikmati lebih besar oleh kelompok berpendapatan tinggi karena
konsumsi mereka lebih besar. Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah
yang sama. Keadilan dapat menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah
dengan biaya layanan tinggi, atau generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang
dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan
evaluasi APBN.

Akhirnya, Subsidi energi dan pangan dapat melindungi daya beli, tetapi subsidi berbasis harga sering
dinikmati lebih besar oleh kelompok berpendapatan tinggi karena konsumsi mereka lebih besar.
Kepercayaan publik merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh
ketika melihat layanan yang bermutu, aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang
mampu menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan
memperlemah legitimasi pemungutan pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi
publik harus menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara
terbuka.

Pembahasan mengenai tekanan subsidi dan kompensasi perlu ditempatkan dalam kerangka yang
lebih luas. Ketika harga global atau nilai tukar berubah, beban kompensasi dapat melonjak dan
mengurangi ruang untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan sosial yang
lebih tepat sasaran. Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah
tidak cukup hanya menjaga angka agregat, tetapi harus memastikan hubungan yang masuk akal
antara tujuan, instrumen, biaya, kelompok penerima manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi.
Ketika hubungan itu lemah, anggaran mudah berubah menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika
hubungan itu kuat, anggaran menjadi alat transformasi yang memungkinkan negara melindungi
warga sekaligus membangun kapasitas ekonomi jangka panjang.
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Dari sudut pandang manajemen strategis, Ketika harga global atau nilai tukar berubah, beban
kompensasi dapat melonjak dan mengurangi ruang untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur
dasar, serta perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu
mengandung opportunity cost: penambahan satu program dapat berarti pengurangan pemeliharaan
jalan, penundaan layanan kesehatan, tambahan utang, atau hilangnya cadangan untuk menghadapi
krisis. Karena itu, prioritisasi tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa semua sektor penting.
Pemerintah harus membedakan mana yang mendesak, mana yang berdampak tinggi, mana yang
dapat ditunda, dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh swasta, masyarakat, atau pemerintah
daerah.

Secara ekonomi politik, Reformasi subsidi harus bertahap, dapat diprediksi, dan disertai bantuan
langsung, transportasi publik, efisiensi energi, serta komunikasi kebijakan yang jujur. Anggaran
bukan dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi antara
mandat konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar, dan
aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan
kepentingan publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar
kebijakan tetap dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan
semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Reformasi subsidi harus bertahap, dapat diprediksi, dan
disertai bantuan langsung, transportasi publik, efisiensi energi, serta komunikasi kebijakan yang
jujur. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek menciptakan
biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah penjaminan
menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama bertahun-tahun.
Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan antargenerasi, bukan
hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Tujuan reformasi bukan sekadar menghemat anggaran, melainkan
mengubah struktur insentif agar konsumsi energi lebih efisien dan transisi energi lebih adil.
Keragaman wilayah, kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan membuat
satu desain kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program nasional memerlukan
ruang adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data, audit, dan
mekanisme koreksi. Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan pembagian
peranyang jelas antara pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Tujuan reformasi bukan sekadar menghemat anggaran, melainkan
mengubah struktur insentif agar konsumsi energi lebih efisien dan transisi energi lebih adil.
Kebijakan yang secara konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir,
pengadaan terlambat, petunjuk teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak
memadai. Dengan demikian, kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal.
Mengalokasikan dana pada program yang belum siap sama artinya dengan mengunci ruang
anggaran tanpa memperoleh manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Basis data penerima, interoperabilitas identitas, mekanisme
pengaduan, dan pengawasan independen merupakan prasyarat agar pengalihan subsidi tidak
menimbulkan exclusion error. Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah
yang sama. Keadilan dapat menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah
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dengan biaya layanan tinggi, atau generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang
dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan
evaluasi APBN.

Akhirnya, Basis data penerima, interoperabilitas identitas, mekanisme pengaduan, dan pengawasan
independen merupakan prasyarat agar pengalihan subsidi tidak menimbulkan exclusion error.
Kepercayaan publik merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh
ketika melihat layanan yang bermutu, aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang
mampu menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan
memperlemah legitimasi pemungutan pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi
publik harus menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara
terbuka.

Dari uraian tersebut, tekanan subsidi dan kompensasi tidak dapat diperlakukan sebagai isu sektoral
yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan, kualitas institusi, distribusi manfaat,
dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang
memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi kelompok rentan, memperkuat
kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil kepada generasi mendatang.
Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko, evaluasi berkala, serta
keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

7. Beban Bunga, Utang, dan Risiko Pembiayaan

Bagian ini membahas beban bunga, utang, dan risiko pembiayaan sebagai unsur penting dalam
menilai kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Akhirnya, Utang dapat menjadi instrumen produktif apabila membiayai aset dan reformasi yang
meningkatkan kapasitas ekonomi lebih besar daripada biaya modal. Kepercayaan publik merupakan
aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh ketika melihat layanan yang bermutu,
aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang mampu menjelaskan pilihan sulit.
Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan memperlemah legitimasi pemungutan
pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi publik harus menyampaikan alasan, data,
manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara terbuka.

Pembahasan mengenai beban bunga, utang, dan risiko pembiayaan perlu ditempatkan dalam
kerangka yang lebih luas. Utang dapat menjadi instrumen produktif apabila membiayai aset dan
reformasi yang meningkatkan kapasitas ekonomi lebih besar daripada biaya modal. Dalam praktik
kebijakan publik, pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah tidak cukup hanya menjaga angka
agregat, tetapi harus memastikan hubungan yang masuk akal antara tujuan, instrumen, biaya,
kelompok penerima manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan itu lemah, anggaran
mudah berubah menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat, anggaran menjadi
alat transformasi yang memungkinkan negara melindungi warga sekaligus membangun kapasitas
ekonomi jangka panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Masalah muncul ketika utang menutup belanja rutin,
proyek tidak produktif, atau kewajiban bunga tumbuh lebih cepat daripada penerimaan.
Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost: penambahan satu program
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dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan kesehatan, tambahan utang,
atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu, prioritisasi tidak boleh berhenti pada
pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus membedakan mana yang mendesak,
mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh
swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Masalah muncul ketika utang menutup belanja rutin, proyek tidak produktif,
atau kewajiban bunga tumbuh lebih cepat daripada penerimaan. Anggaran bukan dokumen
teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi antara mandat konstitusional,
janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar, dan aspirasi masyarakat.
Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan kepentingan publik
jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar kebijakan tetap dapat
dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Rasio utang terhadap PDB yang moderat belum cukup;
pemerintah perlu mengawasi rasio bunga terhadap pendapatan, profil jatuh tempo, komposisi
valuta, kepemilikan investor, dan kebutuhan refinancing. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun
anggaran berjalan. Sebuah proyek menciptakan biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan
menciptakan ekspektasi; sebuah penjaminan menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak
mengurangi penerimaan selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan
perspektif biaya siklus hidup dan antargenerasi, bukan hanya kemampuan mencairkan anggaran
pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Rasio utang terhadap PDB yang moderat belum cukup; pemerintah perlu
mengawasi rasio bunga terhadap pendapatan, profil jatuh tempo, komposisi valuta, kepemilikan
investor, dan kebutuhan refinancing. Keragaman wilayah, kapasitas administrasi, struktur ekonomi,
dan tingkat kemiskinan membuat satu desain kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang
sama. Program nasional memerlukan ruang adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut harus disertai
standar layanan, data, audit, dan mekanisme koreksi. Desentralisasi yang baik bukan pemindahan
beban, melainkan pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Kenaikan suku bunga global atau depresiasi rupiah dapat meningkatkan
biaya pembiayaan dan menyempitkan diskresi anggaran. Kebijakan yang secara konseptual baik
dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir, pengadaan terlambat, petunjuk teknis berubah,
koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak memadai. Dengan demikian, kesiapan
implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal. Mengalokasikan dana pada program yang belum
siap sama artinya dengan mengunci ruang anggaran tanpa memperoleh manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Kenaikan suku bunga global atau depresiasi rupiah dapat
meningkatkan biaya pembiayaan dan menyempitkan diskresi anggaran. Keadilan fiskal tidak selalu
berarti setiap kelompok menerima jumlah yang sama. Keadilan dapat menuntut alokasi lebih besar
kepada warga yang paling rentan, wilayah dengan biaya layanan tinggi, atau generasi muda yang
menanggung konsekuensi keputusan utang dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis distribusi perlu
menjadi bagian rutin dari penyusunan dan evaluasi APBN.

Akhirnya, Strategi utang perlu memadukan pendalaman pasar domestik, pengelolaan kas, liability
management, transparansi risiko, serta disiplin dalam penerbitan penjaminan pemerintah.
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Kepercayaan publik merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh
ketika melihat layanan yang bermutu, aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang
mampu menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan
memperlemah legitimasi pemungutan pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi
publik harus menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara
terbuka.

Pembahasan mengenai beban bunga, utang, dan risiko pembiayaan perlu ditempatkan dalam
kerangka yang lebih luas. Strategi utang perlu memadukan pendalaman pasar domestik,
pengelolaan kas, liability management, transparansi risiko, serta disiplin dalam penerbitan
penjaminan pemerintah. Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan tersebut berarti bahwa
pemerintah tidak cukup hanya menjaga angka agregat, tetapi harus memastikan hubungan yang
masuk akal antara tujuan, instrumen, biaya, kelompok penerima manfaat, dan hasil yang dapat
diverifikasi. Ketika hubungan itu lemah, anggaran mudah berubah menjadi daftar kegiatan.
Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat, anggaran menjadi alat transformasi yang memungkinkan
negara melindungi warga sekaligus membangun kapasitas ekonomijangka panjang.

Dari uraian tersebut, beban bunga, utang, dan risiko pembiayaan tidak dapat diperlakukan sebagai
isu sektoral yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan, kualitas institusi,
distribusi manfaat, dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan yang tepat adalah
pilihan yang memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi kelompok rentan,
memperkuat kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil kepada generasi
mendatang. Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko, evaluasi berkala,
serta keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

8. Penerimaan Negara: Titik Lemah Struktural

Bagian ini membahas penerimaan negara: titik lemah struktural sebagai unsur penting dalam
menilai kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Pembahasan mengenai penerimaan negara: titik lemah struktural perlu ditempatkan dalam
kerangka yang lebih luas. Basis pajak Indonesia masih menghadapi informalitas tinggi, kepatuhan
tidak merata, insentif yang tersebar, sengketa, penghindaran, serta kapasitas administrasi yang
perlu diperkuat. Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah
tidak cukup hanya menjaga angka agregat, tetapi harus memastikan hubungan yang masuk akal
antara tujuan, instrumen, biaya, kelompok penerima manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi.
Ketika hubungan itu lemah, anggaran mudah berubah menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika
hubungan itu kuat, anggaran menjadi alat transformasi yang memungkinkan negara melindungi
warga sekaligus membangun kapasitas ekonomi jangka panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Basis pajak Indonesia masih menghadapi informalitas
tinggi, kepatuhan tidak merata, insentif yang tersebar, sengketa, penghindaran, serta kapasitas
administrasi yang perlu diperkuat. Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung
opportunity cost: penambahan satu program dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan,
penundaan layanan kesehatan, tambahan utang, atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis.
Karena itu, prioritisasi tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa semua sektor penting.
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Pemerintah harus membedakan mana yang mendesak, mana yang berdampak tinggi, mana yang
dapat ditunda, dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh swasta, masyarakat, atau pemerintah
daerah.

Secara ekonomi politik, Reformasi penerimaan tidak boleh dipersempit menjadi menaikkan tarif;
prioritasnya adalah memperluas basis, memperbaiki data, menutup celah, dan meningkatkan
keadilan horizontal. Anggaran bukan dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia
merupakan hasil negosiasi antara mandat konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan
birokrasi, kondisi pasar, dan aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan
jangka pendek mengalahkan kepentingan publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin
aturan diperlukan agar kebijakan tetap dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil
tidak menyenangkan semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Reformasi penerimaan tidak boleh dipersempit menjadi
menaikkan tarif; prioritasnya adalah memperluas basis, memperbaiki data, menutup celah, dan
meningkatkan keadilan horizontal. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan.
Sebuah proyek menciptakan biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi;
sebuah penjaminan menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama
bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan
antargenerasi, bukan hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Digitalisasi administrasi pajak harus disertai tata kelola data, keamanan
siber, pelayanan wajib pajak, dan mekanisme koreksi yang cepat. Keragaman wilayah, kapasitas
administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan membuat satu desain kebijakan tidak selalu
menghasilkan dampak yang sama. Program nasional memerlukan ruang adaptasi lokal, namun
adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data, audit, dan mekanisme koreksi.
Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan pembagian peran yang jelas antara
pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Digitalisasi administrasi pajak harus disertai tata kelola data, keamanan
siber, pelayanan wajib pajak, dan mekanisme koreksi yang cepat. Kebijakan yang secara konseptual
baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir, pengadaan terlambat, petunjuk teknis
berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak memadai. Dengan demikian, kesiapan
implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal. Mengalokasikan dana pada program yang belum
siap sama artinya dengan mengunci ruang anggaran tanpa memperoleh manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena PNBP dari sumber daya alam bersifat volatil dan tidak boleh
menjadi dasar permanen bagi belanja rutin yang terus meningkat. Keadilan fiskal tidak selalu berarti
setiap kelompok menerima jumlah yang sama. Keadilan dapat menuntut alokasi lebih besar kepada
warga yang paling rentan, wilayah dengan biaya layanan tinggi, atau generasi muda yang
menanggung konsekuensi keputusan utang dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis distribusi perlu
menjadi bagian rutin dari penyusunan dan evaluasi APBN.

Akhirnya, PNBP dari sumber daya alam bersifat volatil dan tidak boleh menjadi dasar permanen bagi
belanja rutin yang terus meningkat. Kepercayaan publik merupakan aset fiskal yang tidak terlihat.
Wajib pajak lebih bersedia patuh ketika melihat layanan yang bermutu, aturan yang adil, korupsi
yang ditindak, dan pejabat yang mampu menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan
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prioritas dan pemborosan akan memperlemah legitimasi pemungutan pajak maupun reformasi
subsidi. Karena itu, komunikasi publik harus menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya, dan
mekanisme perlindungan secara terbuka.

Pembahasan mengenai penerimaan negara: titik lemah struktural perlu ditempatkan dalam
kerangka yang lebih luas. Belanja perpajakan atau tax expenditure perlu dilaporkan, dievaluasi, dan
dihentikan bila tidak menghasilkan investasi, pekerjaan, inovasi, atau manfaat sosial yang sepadan.
Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah tidak cukup hanya
menjaga angka agregat, tetapi harus memastikan hubungan yang masuk akal antara tujuan,
instrumen, biaya, kelompok penerima manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan
itu lemah, anggaran mudah berubah menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat,
anggaran menjadi alat transformasi yang memungkinkan negara melindungi warga sekaligus
membangun kapasitas ekonomi jangka panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Belanja perpajakan atau tax expenditure perlu dilaporkan,
dievaluasi, dan dihentikan bila tidak menghasilkan investasi, pekerjaan, inovasi, atau manfaat sosial
yang sepadan. Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost:
penambahan satu program dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan
kesehatan, tambahan utang, atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu,
prioritisasi tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus
membedakan mana yang mendesak, mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan
mana yang sebaiknya dikerjakan oleh swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Dari uraian tersebut, penerimaan negara: titik lemah struktural tidak dapat diperlakukan sebagai isu
sektoral yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan, kualitas institusi, distribusi
manfaat, dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan yang tepat adalah pilihan
yang memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi kelompok rentan, memperkuat
kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil kepada generasi mendatang.
Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko, evaluasi berkala, serta
keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

9. Prioritas Pertama: Melindungi Modal Manusia

Bagian ini membahas prioritas pertama: melindungi modal manusia sebagai unsur penting dalam
menilai kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Dalam ruang fiskal sempit, pendidikan dasar bermutu,
kesehatan primer, gizi, air bersih, sanitasi, dan perlindungan anak harus ditempatkan sebagai
investasi inti. Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost: penambahan
satu program dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan kesehatan,
tambahan utang, atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu, prioritisasi tidak
boleh berhenti pada pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus membedakan
mana yang mendesak, mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan mana yang
sebaiknya dikerjakan oleh swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Dalam ruang fiskal sempit, pendidikan dasar bermutu, kesehatan primer,
gizi, air bersih, sanitasi, dan perlindungan anak harus ditempatkan sebagai investasi inti. Anggaran
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bukan dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi antara
mandat konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar, dan
aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan
kepentingan publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar
kebijakan tetap dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan
semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Modal manusia menghasilkan manfaat lintas generasi melalui
produktivitas, mobilitas sosial, ketahanan keluarga, dan pengurangan beban kesehatan di masa
depan. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek menciptakan
biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah penjaminan
menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama bertahun-tahun.
Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan antargenerasi, bukan
hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Modal manusia menghasilkan manfaat lintas generasi melalui
produktivitas, mobilitas sosial, ketahanan keluarga, dan pengurangan beban kesehatan di masa
depan. Keragaman wilayah, kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan
membuat satu desain kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program nasional
memerlukan ruang adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data,
audit, dan mekanisme koreksi. Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan
pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Belanja pendidikan perlu beralih dari dominasi administratif menuju kualitas
guru, literasi-numerasi, pendidikan vokasional adaptif, riset, dan konektivitas digital yang bermakna.
Kebijakan yang secara konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir,
pengadaan terlambat, petunjuk teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak
memadai. Dengan demikian, kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal.
Mengalokasikan dana pada program yang belum siap sama artinya dengan mengunci ruang
anggaran tanpa memperoleh manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Belanja pendidikan perlu beralih dari dominasi administratif
menuju kualitas guru, literasi-numerasi, pendidikan vokasional adaptif, riset, dan konektivitas digital
yang bermakna. Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah yang sama.
Keadilan dapat menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah dengan biaya
layanan tinggi, atau generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang dan lingkungan.
Oleh karena itu, analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan evaluasi APBN.

Akhirnya, Belanja kesehatan harus menekankan promotif-preventif, penguatan puskesmas,
pengendalian penyakit tidak menular, kesiapsiagaan wabah, dan pembiayaan JKN yang
berkelanjutan. Kepercayaan publik merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih
bersedia patuh ketika melihat layanan yang bermutu, aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan
pejabat yang mampu menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan
pemborosan akan memperlemah legitimasi pemungutan pajak maupun reformasi subsidi. Karena
itu, komunikasi publik harus menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya, dan mekanisme
perlindungan secara terbuka.
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Pembahasan mengenai prioritas pertama: melindungi modal manusia perlu ditempatkan dalam
kerangka yang lebih luas. Belanja kesehatan harus menekankan promotif-preventif, penguatan
puskesmas, pengendalian penyakit tidak menular, kesiapsiagaan wabah, dan pembiayaan JKN yang
berkelanjutan. Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah tidak
cukup hanya menjaga angka agregat, tetapi harus memastikan hubungan yang masuk akal antara
tujuan, instrumen, biaya, kelompok penerima manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika
hubungan itu lemah, anggaran mudah berubah menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika
hubungan itu kuat, anggaran menjadi alat transformasi yang memungkinkan negara melindungi
warga sekaligus membangun kapasitas ekonomi jangka panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Program gizi harus terintegrasi dengan data status gizi,
pangan lokal, keamanan makanan, kapasitas dapur, dan evaluasi dampak, bukan sekadar mengejar
volume penyaluran. Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost:
penambahan satu program dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan
kesehatan, tambahan utang, atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu,
prioritisasi tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus
membedakan mana yang mendesak, mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan
mana yang sebaiknya dikerjakan oleh swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Program gizi harus terintegrasi dengan data status gizi, pangan lokal,
keamanan makanan, kapasitas dapur, dan evaluasi dampak, bukan sekadar mengejar volume
penyaluran. Anggaran bukan dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil
negosiasi antara mandat konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi,
kondisi pasar, dan aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka
pendek mengalahkan kepentingan publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan
diperlukan agar kebijakan tetap dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak
menyenangkan semua pihak.

Dari uraian tersebut, prioritas pertama: melindungi modal manusia tidak dapat diperlakukan
sebagai isu sektoral yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan, kualitas institusi,
distribusi manfaat, dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan yang tepat adalah
pilihan yang memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi kelompok rentan,
memperkuat kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil kepada generasi
mendatang. Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko, evaluasi berkala,
serta keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

10. Prioritas Kedua: Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Tepat
Sasaran

Bagian ini membahas prioritas kedua: perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran sebagai
unsur penting dalam menilai kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Secara ekonomi politik, Perlindungan sosial adalah penyangga stabilitas sosial sekaligus automatic
stabilizer ketika rumah tangga menghadapi pengangguran, inflasi pangan, bencana, atau krisis
kesehatan. Anggaran bukan dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil
negosiasi antara mandat konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi,
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kondisi pasar, dan aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka
pendek mengalahkan kepentingan publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan
diperlukan agar kebijakan tetap dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak
menyenangkan semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Perlindungan sosial adalah penyangga stabilitas sosial
sekaligus automatic stabilizer ketika rumah tangga menghadapi pengangguran, inflasi pangan,
bencana, atau krisis kesehatan. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan.
Sebuah proyek menciptakan biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi;
sebuah penjaminan menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama
bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan
antargenerasi, bukan hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Fragmentasi program harus dikurangi melalui registri sosial-ekonomi
dinamis, interoperabilitas pusat-daerah, dan mekanisme pembaruan data yang mudah. Keragaman
wilayah, kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan membuat satu desain
kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program nasional memerlukan ruang
adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data, audit, dan mekanisme
koreksi. Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan pembagian peran yang jelas
antara pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Fragmentasi program harus dikurangi melalui registri sosial-ekonomi
dinamis, interoperabilitas pusat-daerah, dan mekanisme pembaruan data yang mudah. Kebijakan
yang secara konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir, pengadaan
terlambat, petunjuk teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak memadai.
Dengan demikian, kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal. Mengalokasikan dana
pada program yang belum siap sama artinya dengan mengunci ruang anggaran tanpa memperoleh
manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Bantuan perlu dirancang untuk melindungi tanpa menciptakan
perangkap ketergantungan, misalnya dengan layanan penempatan kerja, pelatihan, childcare, dan
dukungan usaha mikro. Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah yang
sama. Keadilan dapat menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah
dengan biaya layanan tinggi, atau generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang
dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan
evaluasi APBN.

Akhirnya, Bantuan perlu dirancang untuk melindungi tanpa menciptakan perangkap ketergantungan,
misalnya dengan layanan penempatan kerja, pelatihan, childcare, dan dukungan usaha mikro.
Kepercayaan publik merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh
ketika melihat layanan yang bermutu, aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang
mampu menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan
memperlemah legitimasi pemungutan pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi
publik harus menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara
terbuka.
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Pembahasan mengenai prioritas kedua: perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran perlu
ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Ketepatan sasaran harus diimbangi universalitas
layanan dasar agar kelompok rentan yang tidak tercatat tetap memperoleh perlindungan minimum.
Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah tidak cukup hanya
menjaga angka agregat, tetapi harus memastikan hubungan yang masuk akal antara tujuan,
instrumen, biaya, kelompok penerima manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan
itu lemah, anggaran mudah berubah menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat,
anggaran menjadi alat transformasi yang memungkinkan negara melindungi warga sekaligus
membangun kapasitas ekonomi jangka panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Ketepatan sasaran harus diimbangi universalitas layanan
dasar agar kelompok rentan yang tidak tercatat tetap memperoleh perlindungan minimum.
Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost: penambahan satu program
dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan kesehatan, tambahan utang,
atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu, prioritisasi tidak boleh berhenti pada
pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus membedakan mana yang mendesak,
mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh
swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Evaluasi keberhasilan tidak cukup menghitung jumlah penerima; perlu
mengukur penurunan kerentanan, pemulihan pendapatan, kehadiran sekolah, kesehatan, dan
ketahanan pangan. Anggaran bukan dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan
hasil negosiasi antara mandat konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi,
kondisi pasar, dan aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka
pendek mengalahkan kepentingan publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan
diperlukan agar kebijakan tetap dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak
menyenangkan semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Evaluasi keberhasilan tidak cukup menghitung jumlah
penerima; perlu mengukur penurunan kerentanan, pemulihan pendapatan, kehadiran sekolah,
kesehatan, dan ketahanan pangan. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan.
Sebuah proyek menciptakan biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi;
sebuah penjaminan menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama
bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan
antargenerasi, bukan hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dari uraian tersebut, prioritas kedua: perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran tidak dapat
diperlakukan sebagai isu sektoral yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan,
kualitas institusi, distribusi manfaat, dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan
yang tepat adalah pilihan yang memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi
kelompok rentan, memperkuat kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil
kepada generasi mendatang. Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko,
evaluasi berkala, serta keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.
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11. Prioritas Ketiga: Pangan, Air, dan Energi sebagai Ketahanan Dasar

Bagian ini membahas prioritas ketiga: pangan, air, dan energi sebagai ketahanan dasar sebagai
unsur penting dalam menilai kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Ketahanan pangan tidak identik dengan swasembada setiap
komoditas; yang penting adalah ketersediaan, keterjangkauan, mutu gizi, diversifikasi, logistik, dan
ketahanan terhadap iklim. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah
proyek menciptakan biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah
penjaminan menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama
bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan
antargenerasi, bukan hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Ketahanan pangan tidak identik dengan swasembada setiap komoditas;
yang penting adalah ketersediaan, keterjangkauan, mutu gizi, diversifikasi, logistik, dan ketahanan
terhadap iklim. Keragaman wilayah, kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat
kemiskinan membuat satu desain kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program
nasional memerlukan ruang adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan,
data, audit, dan mekanisme koreksi. Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan
pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Anggaran sebaiknya memprioritaskan irigasi yang terpelihara, riset benih,
penyuluhan, gudang dingin, informasi harga, jalan produksi, dan pengurangan kehilangan
pascapanen. Kebijakan yang secara konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak
mutakhir, pengadaan terlambat, petunjuk teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas
pelaksana tidak memadai. Dengan demikian, kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas
fiskal. Mengalokasikan dana pada program yang belum siap sama artinya dengan mengunci ruang
anggaran tanpa memperoleh manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Anggaran sebaiknya memprioritaskan irigasi yang terpelihara,
riset benih, penyuluhan, gudang dingin, informasi harga, jalan produksi, dan pengurangan
kehilangan pascapanen. Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah yang
sama. Keadilan dapat menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah
dengan biaya layanan tinggi, atau generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang
dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan
evaluasi APBN.

Akhirnya, Ketahanan air membutuhkan rehabilitasi daerah aliran sungai, perlindungan sumber air,
pengurangan kebocoran jaringan, dan tata kelola air lintas wilayah. Kepercayaan publik merupakan
aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh ketika melihat layanan yang bermutu,
aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang mampu menjelaskan pilihan sulit.
Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan memperlemah legitimasi pemungutan
pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi publik harus menyampaikan alasan, data,
manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara terbuka.

Pembahasan mengenai prioritas ketiga: pangan, air, dan energi sebagai ketahanan dasar perlu
ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Ketahanan air membutuhkan rehabilitasi daerah aliran
sungai, perlindungan sumber air, pengurangan kebocoran jaringan, dan tata kelola air lintas wilayah.
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Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah tidak cukup hanya
menjaga angka agregat, tetapi harus memastikan hubungan yang masuk akal antara tujuan,
instrumen, biaya, kelompok penerima manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan
itu lemah, anggaran mudah berubah menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat,
anggaran menjadi alat transformasi yang memungkinkan negara melindungi warga sekaligus
membangun kapasitas ekonomi jangka panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Ketahanan energi perlu mengurangi ketergantungan pada
subsidi konsumsi dan memperbesar investasi efisiensi, jaringan listrik, energi terbarukan,
penyimpanan, dan akses daerah terpencil. Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung
opportunity cost: penambahan satu program dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan,
penundaan layanan kesehatan, tambahan utang, atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis.
Karena itu, prioritisasi tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa semua sektor penting.
Pemerintah harus membedakan mana yang mendesak, mana yang berdampak tinggi, mana yang
dapat ditunda, dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh swasta, masyarakat, atau pemerintah
daerah.

Secara ekonomi politik, Ketahanan energi perlu mengurangi ketergantungan pada subsidi konsumsi
dan memperbesar investasi efisiensi, jaringan listrik, energi terbarukan, penyimpanan, dan akses
daerah terpencil. Anggaran bukan dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan
hasil negosiasi antara mandat konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi,
kondisi pasar, dan aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka
pendek mengalahkan kepentingan publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan
diperlukan agar kebijakan tetap dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak
menyenangkan semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Proyek ketahanan dasar harus dinilai dengan lensa risiko
sistemik karena kegagalan pangan, air, atau energi dapat memicu inflasi, konflik distribusi, dan
tekanan fiskal berulang. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah
proyek menciptakan biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah
penjaminan menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama
bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan
antargenerasi, bukan hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Proyek ketahanan dasar harus dinilai dengan lensa risiko sistemik karena
kegagalan pangan, air, atau energi dapat memicu inflasi, konflik distribusi, dan tekanan fiskal
berulang. Keragaman wilayah, kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan
membuat satu desain kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program nasional
memerlukan ruang adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data,
audit, dan mekanisme koreksi. Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan
pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah.

Dari uraian tersebut, prioritas ketiga: pangan, air, dan energi sebagai ketahanan dasar tidak dapat
diperlakukan sebagai isu sektoral yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan,
kualitas institusi, distribusi manfaat, dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan
yang tepat adalah pilihan yang memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi
kelompok rentan, memperkuat kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil
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kepada generasi mendatang. Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko,
evaluasi berkala, serta keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

12. Prioritas Keempat: Infrastruktur yang Selektif dan Produktif

Bagian ini membahas prioritas keempat: infrastruktur yang selektif dan produktif sebagai unsur
penting dalam menilai kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Dalam konteks Indonesia, Ketika ruang fiskal menyempit, pemerintah tidak boleh mengejar
sebanyak mungkin proyek, melainkan memilih infrastruktur dengan manfaat ekonomi dan sosial
tertinggi. Keragaman wilayah, kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan
membuat satu desain kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program nasional
memerlukan ruang adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data,
audit, dan mekanisme koreksi. Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan
pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Ketika ruang fiskal menyempit, pemerintah tidak boleh mengejar sebanyak
mungkin proyek, melainkan memilih infrastruktur dengan manfaat ekonomi dan sosial tertinggi.
Kebijakan yang secara konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir,
pengadaan terlambat, petunjuk teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak
memadai. Dengan demikian, kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal.
Mengalokasikan dana pada program yang belum siap sama artinya dengan mengunci ruang
anggaran tanpa memperoleh manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Prioritas diberikan pada pemeliharaan aset yang ada,
penyelesaian proyek hampir selesai, konektivitas kawasan produksi, transportasi publik, logistik, air,
sanitasi, dan infrastruktur digital. Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima
jumlah yang sama. Keadilan dapat menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan,
wilayah dengan biaya layanan tinggi, atau generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan
utang dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan
dan evaluasi APBN.

Akhirnya, Prioritas diberikan pada pemeliharaan aset yang ada, penyelesaian proyek hampir selesai,
konektivitas kawasan produksi, transportasi publik, logistik, air, sanitasi, dan infrastruktur digital.
Kepercayaan publik merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh
ketika melihat layanan yang bermutu, aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang
mampu menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan
memperlemah legitimasi pemungutan pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi
publik harus menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara
terbuka.

Pembahasan mengenai prioritas keempat: infrastruktur yang selektif dan produktif perlu
ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Proyek mercusuar berbiaya tinggi perlu melewati uji
permintaan, uji fiskal, uji lingkungan, analisis biaya siklus hidup, dan skenario terburuk. Dalam
praktik kebijakan publik, pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah tidak cukup hanya menjaga
angka agregat, tetapi harus memastikan hubungan yang masuk akal antara tujuan, instrumen, biaya,
kelompok penerima manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan itu lemah, anggaran
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mudah berubah menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat, anggaran menjadi
alat transformasi yang memungkinkan negara melindungi warga sekaligus membangun kapasitas
ekonomi jangka panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Proyek mercusuar berbiaya tinggi perlu melewati uji
permintaan, uji fiskal, uji lingkungan, analisis biaya siklus hidup, dan skenario terburuk.
Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost: penambahan satu program
dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan kesehatan, tambahan utang,
atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu, prioritisasi tidak boleh berhenti pada
pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus membedakan mana yang mendesak,
mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh
swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Kerja sama pemerintah dan badan usaha dapat membantu, tetapi bukan
cara menyembunyikan kewajiban; seluruh availability payment, penjaminan, dan risiko harus dicatat
transparan. Anggaran bukan dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil
negosiasi antara mandat konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi,
kondisi pasar, dan aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka
pendek mengalahkan kepentingan publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan
diperlukan agar kebijakan tetap dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak
menyenangkan semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Kerja sama pemerintah dan badan usaha dapat membantu,
tetapi bukan cara menyembunyikan kewajiban; seluruh availability payment, penjaminan, dan risiko
harus dicatat transparan. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah
proyek menciptakan biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah
penjaminan menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama
bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan
antargenerasi, bukan hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Pengadaan harus mengutamakan value for money, kompetisi, desain
yang matang, dan pencegahan perubahan kontrak yang membengkakkan biaya. Keragaman wilayah,
kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan membuat satu desain kebijakan
tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program nasional memerlukan ruang adaptasi lokal,
namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data, audit, dan mekanisme koreksi.
Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan pembagian peran yang jelas antara
pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Pengadaan harus mengutamakan value for money, kompetisi, desain yang
matang, dan pencegahan perubahan kontrak yang membengkakkan biaya. Kebijakan yang secara
konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir, pengadaan terlambat, petunjuk
teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak memadai. Dengan demikian,
kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal. Mengalokasikan dana pada program yang
belum siap sama artinya dengan mengunci ruang anggaran tanpa memperoleh manfaat yang
dijanjikan.
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Dari uraian tersebut, prioritas keempat: infrastruktur yang selektif dan produktif tidak dapat
diperlakukan sebagai isu sektoral yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan,
kualitas institusi, distribusi manfaat, dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan
yang tepat adalah pilihan yang memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi
kelompok rentan, memperkuat kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil
kepada generasi mendatang. Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko,
evaluasi berkala, serta keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

13. Prioritas Kelima: Produktivitas, Inovasi, dan Transformasi Digital

Bagian ini membahas prioritas kelima: produktivitas, inovasi, dan transformasi digital sebagai unsur
penting dalam menilai kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Dari sisiimplementasi, Ruang fiskal tidak hanya dijaga dengan penghematan, tetapi juga diperluas
melalui produktivitas ekonomi dan pertumbuhan penerimaan yang sehat. Kebijakan yang secara
konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir, pengadaan terlambat, petunjuk
teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak memadai. Dengan demikian,
kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal. Mengalokasikan dana pada program yang
belum siap sama artinya dengan mengunci ruang anggaran tanpa memperoleh manfaat yang
dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Ruang fiskal tidak hanya dijaga dengan penghematan, tetapi
juga diperluas melalui produktivitas ekonomi dan pertumbuhan penerimaan yang sehat. Keadilan
fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah yang sama. Keadilan dapat menuntut
alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah dengan biaya layanan tinggi, atau
generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang dan lingkungan. Oleh karena itu,
analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan evaluasi APBN.

Akhirnya, Belanja pemerintah perlu mendukung riset terapan, adopsi teknologi UMKM, peningkatan
keterampilan, standardisasi, akses pembiayaan, dan koneksi ke rantai nilai. Kepercayaan publik
merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh ketika melihat layanan
yang bermutu, aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang mampu menjelaskan pilihan
sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan memperlemah legitimasi
pemungutan pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi publik harus menyampaikan
alasan, data, manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara terbuka.

Pembahasan mengenai prioritas kelima: produktivitas, inovasi, dan transformasi digital perlu
ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Belanja pemerintah perlu mendukung riset terapan,
adopsi teknologi UMKM, peningkatan keterampilan, standardisasi, akses pembiayaan, dan koneksi
ke rantai nilai. Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah tidak
cukup hanya menjaga angka agregat, tetapi harus memastikan hubungan yang masuk akal antara
tujuan, instrumen, biaya, kelompok penerima manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika
hubungan itu lemah, anggaran mudah berubah menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika
hubungan itu kuat, anggaran menjadi alat transformasi yang memungkinkan negara melindungi
warga sekaligus membangun kapasitas ekonomi jangka panjang.

30



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD | Ruang Fiskal Indonesia yang Menyempit: Apa yang Harus Diprioritaskan?

Dari sudut pandang manajemen strategis, Transformasi digital pemerintahan harus mengurangi
biaya transaksi dan duplikasi sistem, bukan menambah aplikasi yang tidak terintegrasi.
Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost: penambahan satu program
dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan kesehatan, tambahan utang,
atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu, prioritisasi tidak boleh berhenti pada
pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus membedakan mana yang mendesak,
mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh
swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Transformasi digital pemerintahan harus mengurangi biaya transaksi dan
duplikasi sistem, bukan menambah aplikasi yang tidak terintegrasi. Anggaran bukan dokumen
teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi antara mandat konstitusional,
janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar, dan aspirasi masyarakat.
Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan kepentingan publik
jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar kebijakan tetap dapat
dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Investasi pada data publik, identitas digital, interoperabilitas,
keamanan siber, dan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab dapat meningkatkan kepatuhan
dan mutu layanan. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek
menciptakan biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah
penjaminan menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama
bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan
antargenerasi, bukan hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Investasi pada data publik, identitas digital, interoperabilitas, keamanan
siber, dan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab dapat meningkatkan kepatuhan dan mutu
layanan. Keragaman wilayah, kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan
membuat satu desain kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program nasional
memerlukan ruang adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data,
audit, dan mekanisme koreksi. Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan
pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Kebijakan hilirisasi harus dinilai dari nilai tambah domestik, produktivitas,
transfer teknologi, kualitas pekerjaan, dampak lingkungan, dan ketahanan fiskal, bukan sekadar
besarnya investasi. Kebijakan yang secara konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak
mutakhir, pengadaan terlambat, petunjuk teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas
pelaksana tidak memadai. Dengan demikian, kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas
fiskal. Mengalokasikan dana pada program yang belum siap sama artinya dengan mengunci ruang
anggaran tanpa memperoleh manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Kebijakan hilirisasi harus dinilai dari nilai tambah domestik,
produktivitas, transfer teknologi, kualitas pekerjaan, dampak lingkungan, dan ketahanan fiskal,
bukan sekadar besarnya investasi. Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima
jumlah yang sama. Keadilan dapat menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan,
wilayah dengan biaya layanan tinggi, atau generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan
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utang dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan
dan evaluasi APBN.

Dari uraian tersebut, prioritas kelima: produktivitas, inovasi, dan transformasi digital tidak dapat
diperlakukan sebagai isu sektoral yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan,
kualitas institusi, distribusi manfaat, dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan
yang tepat adalah pilihan yang memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi
kelompok rentan, memperkuat kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil
kepada generasi mendatang. Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko,
evaluasi berkala, serta keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

14. Prioritas Keenam: Adaptasi lklim dan Pengurangan Risiko Bencana

Bagian ini membahas prioritas keenam: adaptasi iklim dan pengurangan risiko bencana sebagai
unsur penting dalam menilai kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Prinsip keadilan juga relevan karena Indonesia rentan terhadap banjir, kekeringan, kebakaran,
kenaikan muka laut, cuaca ekstrem, dan gangguan produksi pangan sehingga belanja adaptasi
merupakan perlindungan fiskal. Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima
jumlah yang sama. Keadilan dapat menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan,
wilayah dengan biaya layanan tinggi, atau generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan
utang dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan
dan evaluasi APBN.

Akhirnya, Indonesia rentan terhadap banjir, kekeringan, kebakaran, kenaikan muka laut, cuaca
ekstrem, dan gangguan produksi pangan sehingga belanja adaptasi merupakan perlindungan fiskal.
Kepercayaan publik merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh
ketika melihat layanan yang bermutu, aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang
mampu menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan
memperlemah legitimasi pemungutan pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi
publik harus menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara
terbuka.

Pembahasan mengenai prioritas keenam: adaptasi iklim dan pengurangan risiko bencana perlu
ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Setiap rupiah pencegahan yang efektif dapat
mengurangi kebutuhan rehabilitasi, bantuan darurat, dan kehilangan penerimaan setelah bencana.
Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah tidak cukup hanya
menjaga angka agregat, tetapi harus memastikan hubungan yang masuk akal antara tujuan,
instrumen, biaya, kelompok penerima manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan
itu lemah, anggaran mudah berubah menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat,
anggaran menjadi alat transformasi yang memungkinkan negara melindungi warga sekaligus
membangun kapasitas ekonomi jangka panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Setiap rupiah pencegahan yang efektif dapat mengurangi
kebutuhan rehabilitasi, bantuan darurat, dan kehilangan penerimaan setelah bencana.
Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost: penambahan satu program
dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan kesehatan, tambahan utang,
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atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu, prioritisasi tidak boleh berhenti pada
pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus membedakan mana yang mendesak,
mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh
swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Anggaran iklim harus diintegrasikan ke perencanaan sektoral, tata ruang,
standar bangunan, perlindungan pesisir, pertanian, kesehatan, dan transfer ke daerah. Anggaran
bukan dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi antara
mandat konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar, dan
aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan
kepentingan publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar
kebijakan tetap dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan
semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Anggaran iklim harus diintegrasikan ke perencanaan sektoral,
tata ruang, standar bangunan, perlindungan pesisir, pertanian, kesehatan, dan transfer ke daerah.
Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek menciptakan biaya
pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah penjaminan menciptakan
risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu,
analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan antargenerasi, bukan hanya
kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Pembiayaan hijau tidak boleh menjadi label; proyek harus memiliki
indikator emisi, ketahanan, biodiversitas, dan manfaat sosial yang dapat diverifikasi. Keragaman
wilayah, kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan membuat satu desain
kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program nasional memerlukan ruang
adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data, audit, dan mekanisme
koreksi. Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan pembagian peran yang jelas
antara pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Pembiayaan hijau tidak boleh menjadi label; proyek harus memiliki indikator
emisi, ketahanan, biodiversitas, dan manfaat sosial yang dapat diverifikasi. Kebijakan yang secara
konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir, pengadaan terlambat, petunjuk
teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak memadai. Dengan demikian,
kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal. Mengalokasikan dana pada program yang
belum siap sama artinya dengan mengunci ruang anggaran tanpa memperoleh manfaat yang
dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Dana kontinjensi, asuransi bencana, pooling risiko, dan
instrumen pembiayaan pra-bencana perlu dikembangkan tanpa melemahkan insentif pencegahan.
Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah yang sama. Keadilan dapat
menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah dengan biaya layanan tinggi,
atau generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang dan lingkungan. Oleh karena
itu, analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan evaluasi APBN.

Akhirnya, Dana kontinjensi, asuransi bencana, pooling risiko, dan instrumen pembiayaan pra-
bencana perlu dikembangkan tanpa melemahkan insentif pencegahan. Kepercayaan publik
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merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh ketika melihat layanan
yang bermutu, aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang mampu menjelaskan pilihan
sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan memperlemabh legitimasi
pemungutan pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi publik harus menyampaikan
alasan, data, manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara terbuka.

Dari uraian tersebut, prioritas keenam: adaptasi iklim dan pengurangan risiko bencana tidak dapat
diperlakukan sebagai isu sektoral yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan,
kualitas institusi, distribusi manfaat, dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan
yang tepat adalah pilihan yang memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi
kelompok rentan, memperkuat kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil
kepada generasi mendatang. Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko,
evaluasi berkala, serta keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

15. Apa yang Harus Ditunda, Dikurangi, atau Dihentikan

Bagian ini membahas apa yang harus ditunda, dikurangi, atau dihentikan sebagai unsur penting
dalam menilai kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Akhirnya, Prioritisasi yang kredibel selalu memiliki sisi negatif, yaitu keberanian menyebut program
yang tidak lagi layak dibiayai. Kepercayaan publik merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib
pajak lebih bersedia patuh ketika melihat layanan yang bermutu, aturan yang adil, korupsi yang
ditindak, dan pejabat yang mampu menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas
dan pemborosan akan memperlemabh legitimasi pemungutan pajak maupun reformasi subsidi.
Karena itu, komunikasi publik harus menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya, dan mekanisme
perlindungan secara terbuka.

Pembahasan mengenai apa yang harus ditunda, dikurangi, atau dihentikan perlu ditempatkan dalam
kerangka yang lebih luas. Prioritisasi yang kredibel selalu memiliki sisi negatif, yaitu keberanian
menyebut program yang tidak lagi layak dibiayai. Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan
tersebut berarti bahwa pemerintah tidak cukup hanya menjaga angka agregat, tetapi harus
memastikan hubungan yang masuk akal antara tujuan, instrumen, biaya, kelompok penerima
manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan itu lemah, anggaran mudah berubah
menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat, anggaran menjadi alat transformasi
yang memungkinkan negara melindungi warga sekaligus membangun kapasitas ekonomi jangka
panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Belanja seremonial, perjalanan, rapat, fasilitas non-
esensial, duplikasi aplikasi, proyek dengan permintaan lemah, dan bantuan korporasi tanpa syarat
harus dipangkas. Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost:
penambahan satu program dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan
kesehatan, tambahan utang, atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu,
prioritisasi tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus
membedakan mana yang mendesak, mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan
mana yang sebaiknya dikerjakan oleh swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.
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Secara ekonomi politik, Belanja seremonial, perjalanan, rapat, fasilitas non-esensial, duplikasi
aplikasi, proyek dengan permintaan lemah, dan bantuan korporasi tanpa syarat harus dipangkas.
Anggaran bukan dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi
antara mandat konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar,
dan aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan
kepentingan publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar
kebijakan tetap dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan
semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Program yang tidak memiliki indikator hasil, basis data
penerima, evaluasi independen, atau exit strategy perlu ditempatkan dalam spending review. Efek
fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek menciptakan biaya
pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah penjaminan menciptakan
risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu,
analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan antargenerasi, bukan hanya
kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Program yang tidak memiliki indikator hasil, basis data penerima, evaluasi
independen, atau exit strategy perlu ditempatkan dalam spending review. Keragaman wilayah,
kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan membuat satu desain kebijakan
tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program nasional memerlukan ruang adaptasi lokal,
namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data, audit, dan mekanisme koreksi.
Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan pembagian peran yang jelas antara
pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Proyek baru sebaiknya ditunda apabila aset lama belum dipelihara,
pembebasan lahan belum tuntas, desain belum matang, atau biaya operasional masa depan belum
tersedia. Kebijakan yang secara konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir,
pengadaan terlambat, petunjuk teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak
memadai. Dengan demikian, kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal.
Mengalokasikan dana pada program yang belum siap sama artinya dengan mengunci ruang
anggaran tanpa memperoleh manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Proyek baru sebaiknya ditunda apabila aset lama belum
dipelihara, pembebasan lahan belum tuntas, desain belum matang, atau biaya operasional masa
depan belum tersedia. Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah yang
sama. Keadilan dapat menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah
dengan biaya layanan tinggi, atau generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang
dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan
evaluasi APBN.

Akhirnya, Penghentian program memerlukan mekanisme transisi bagi pegawai, penerima manfaat,
kontraktor, dan daerah agar reformasi tidak menimbulkan guncangan yang tidak perlu. Kepercayaan
publik merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh ketika melihat
layanan yang bermutu, aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang mampu
menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan memperlemah
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legitimasi pemungutan pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi publik harus
menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara terbuka.

Pembahasan mengenai apa yang harus ditunda, dikurangi, atau dihentikan perlu ditempatkan dalam
kerangka yang lebih luas. Penghentian program memerlukan mekanisme transisi bagi pegawai,
penerima manfaat, kontraktor, dan daerah agar reformasi tidak menimbulkan guncangan yang tidak
perlu. Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah tidak cukup
hanya menjaga angka agregat, tetapi harus memastikan hubungan yang masuk akal antara tujuan,
instrumen, biaya, kelompok penerima manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan
itu lemah, anggaran mudah berubah menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat,
anggaran menjadi alat transformasi yang memungkinkan negara melindungi warga sekaligus
membangun kapasitas ekonomi jangka panjang.

Dari uraian tersebut, apa yang harus ditunda, dikurangi, atau dihentikan tidak dapat diperlakukan
sebagai isu sektoral yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan, kualitas institusi,
distribusi manfaat, dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan yang tepat adalah
pilihan yang memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi kelompok rentan,
memperkuat kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil kepada generasi
mendatang. Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko, evaluasi berkala,
serta keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

16. Kerangka Prioritisasi Anggaran

Bagian ini membahas kerangka prioritisasi anggaran sebagai unsur penting dalam menilai
kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Pembahasan mengenai kerangka prioritisasi anggaran perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih
luas. Setiap program dapat dinilai dengan enam pertanyaan: apakah melindungi layanan dasar,
mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko, memiliki tambahan
manfaat yang jelas, dan dapat dilaksanakan. Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan tersebut
berarti bahwa pemerintah tidak cukup hanya menjaga angka agregat, tetapi harus memastikan
hubungan yang masuk akal antara tujuan, instrumen, biaya, kelompok penerima manfaat, dan hasil
yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan itu lemah, anggaran mudah berubah menjadi daftar
kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat, anggaran menjadi alat transformasi yang
memungkinkan negara melindungi warga sekaligus membangun kapasitas ekonomi jangka panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Setiap program dapat dinilai dengan enam pertanyaan:
apakah melindungi layanan dasar, mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas,
mengurangi risiko, memiliki tambahan manfaat yang jelas, dan dapat dilaksanakan.
Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost: penambahan satu program
dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan kesehatan, tambahan utang,
atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu, prioritisasi tidak boleh berhenti pada
pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus membedakan mana yang mendesak,
mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh
swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.
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Secara ekonomi politik, Metode multi-criteria decision analysis dapat menggabungkan manfaat
sosial, dampak pertumbuhan, pemerataan, urgensi, kesiapan, biaya siklus hidup, dan risiko.
Anggaran bukan dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi
antara mandat konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar,
dan aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan
kepentingan publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar
kebijakan tetap dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan
semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Metode multi-criteria decision analysis dapat menggabungkan
manfaat sosial, dampak pertumbuhan, pemerataan, urgensi, kesiapan, biaya siklus hidup, dan
risiko. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek menciptakan
biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah penjaminan
menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama bertahun-tahun.
Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan antargenerasi, bukan
hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Zero-based review tidak harus diterapkan secara ekstrem setiap tahun,
tetapi asumsi dasar program lama perlu diuji secara berkala. Keragaman wilayah, kapasitas
administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan membuat satu desain kebijakan tidak selalu
menghasilkan dampak yang sama. Program nasional memerlukan ruang adaptasi lokal, namun
adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data, audit, dan mekanisme koreksi.
Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan pembagian peran yang jelas antara
pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Zero-based review tidak harus diterapkan secara ekstrem setiap tahun,
tetapi asumsi dasar program lama perlu diuji secara berkala. Kebijakan yang secara konseptual baik
dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir, pengadaan terlambat, petunjuk teknis berubah,
koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak memadai. Dengan demikian, kesiapan
implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal. Mengalokasikan dana pada program yang belum
siap sama artinya dengan mengunci ruang anggaran tanpa memperoleh manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Sunset clause membantu memastikan insentif, subsidi, dan
program darurat tidak berubah menjadi beban permanen tanpa keputusan baru. Keadilan fiskal
tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah yang sama. Keadilan dapat menuntut alokasi
lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah dengan biaya layanan tinggi, atau generasi
muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis
distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan evaluasi APBN.

Akhirnya, Sunset clause membantu memastikan insentif, subsidi, dan program darurat tidak
berubah menjadi beban permanen tanpa keputusan baru. Kepercayaan publik merupakan aset
fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh ketika melihat layanan yang bermutu,
aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang mampu menjelaskan pilihan sulit.
Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan memperlemah legitimasi pemungutan
pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi publik harus menyampaikan alasan, data,
manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara terbuka.
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Pembahasan mengenai kerangka prioritisasi anggaran perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih
luas. Prioritas nasional harus diterjemahkan ke batas jumlah program, indikator terukur,
penanggung jawab tunggal, dan sumber pendanaan yang realistis. Dalam praktik kebijakan publik,
pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah tidak cukup hanya menjaga angka agregat, tetapi
harus memastikan hubungan yang masuk akal antara tujuan, instrumen, biaya, kelompok penerima
manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan itu lemah, anggaran mudah berubah
menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat, anggaran menjadi alat transformasi
yang memungkinkan negara melindungi warga sekaligus membangun kapasitas ekonomi jangka
panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Prioritas nasional harus diterjemahkan ke batas jumlah
program, indikator terukur, penanggung jawab tunggal, dan sumber pendanaan yang realistis.
Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost: penambahan satu program
dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan kesehatan, tambahan utang,
atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu, prioritisasi tidak boleh berhenti pada
pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus membedakan mana yang mendesak,
mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh
swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Dari uraian tersebut, kerangka prioritisasi anggaran tidak dapat diperlakukan sebagai isu sektoral
yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan, kualitas institusi, distribusi manfaat,
dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang
memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi kelompok rentan, memperkuat
kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil kepada generasi mendatang.
Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko, evaluasi berkala, serta
keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

17. Reformasi Institusi dan Tata Kelola

Bagian ini membahas reformasi institusi dan tata kelola sebagai unsur penting dalam menilai
kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Ruang fiskal merupakan produk tata kelola; anggaran
yang besar dapat menghasilkan ruang sempit apabila institusi lemah dan koordinasi buruk.
Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost: penambahan satu program
dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan kesehatan, tambahan utang,
atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu, prioritisasi tidak boleh berhenti pada
pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus membedakan mana yang mendesak,
mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh
swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Ruang fiskal merupakan produk tata kelola; anggaran yang besar dapat
menghasilkan ruang sempit apabila institusi lemah dan koordinasi buruk. Anggaran bukan dokumen
teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi antara mandat konstitusional,
janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar, dan aspirasi masyarakat.
Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan kepentingan publik
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jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar kebijakan tetap dapat
dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan,
akuntansi, dan evaluasi harus berada dalam satu siklus manajemen kinerja. Efek fiskal sering tidak
berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek menciptakan biaya pemeliharaan; sebuah
skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah penjaminan menciptakan risiko; dan sebuah
insentif pajak mengurangi penerimaan selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis harus
menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan antargenerasi, bukan hanya kemampuan
mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, akuntansi, dan
evaluasi harus berada dalam satu siklus manajemen kinerja. Keragaman wilayah, kapasitas
administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan membuat satu desain kebijakan tidak selalu
menghasilkan dampak yang sama. Program nasional memerlukan ruang adaptasi lokal, namun
adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data, audit, dan mekanisme koreksi.
Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan pembagian peran yang jelas antara
pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Kementerian Keuangan, Bappenas, kementerian teknis, pemerintah daerah,
BUMN, dan lembaga pengawasan memerlukan data yang konsisten dan definisi hasil yang sama.
Kebijakan yang secara konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir,
pengadaan terlambat, petunjuk teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak
memadai. Dengan demikian, kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal.
Mengalokasikan dana pada program yang belum siap sama artinya dengan mengunci ruang
anggaran tanpa memperoleh manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Kementerian Keuangan, Bappenas, kementerian teknis,
pemerintah daerah, BUMN, dan lembaga pengawasan memerlukan data yang konsisten dan definisi
hasilyang sama. Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah yang sama.
Keadilan dapat menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah dengan biaya
layanan tinggi, atau generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang dan lingkungan.
Oleh karena itu, analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan evaluasi APBN.

Akhirnya, Parlemen berperan memastikan prioritas publik, tetapi pembahasan anggaran perlu
mengurangi fragmentasi dan intervensi mikro yang melemahkan akuntabilitas. Kepercayaan publik
merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh ketika melihat layanan
yang bermutu, aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang mampu menjelaskan pilihan
sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan memperlemah legitimasi
pemungutan pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi publik harus menyampaikan
alasan, data, manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara terbuka.

Pembahasan mengenai reformasi institusi dan tata kelola perlu ditempatkan dalam kerangka yang
lebih luas. Parlemen berperan memastikan prioritas publik, tetapi pembahasan anggaran perlu
mengurangi fragmentasi dan intervensi mikro yang melemahkan akuntabilitas. Dalam praktik
kebijakan publik, pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah tidak cukup hanya menjaga angka
agregat, tetapi harus memastikan hubungan yang masuk akal antara tujuan, instrumen, biaya,
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kelompok penerima manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan itu lemah, anggaran
mudah berubah menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat, anggaran menjadi
alat transformasi yang memungkinkan negara melindungi warga sekaligus membangun kapasitas
ekonomi jangka panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Transparansi fiskal harus mencakup tax expenditure,
kewajiban kontinjensi, proyek KPBU, penugasan BUMN, dana khusus, dan risiko pensiun.
Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost: penambahan satu program
dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan kesehatan, tambahan utang,
atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu, prioritisasi tidak boleh berhenti pada
pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus membedakan mana yang mendesak,
mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh
swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Transparansi fiskal harus mencakup tax expenditure, kewajiban kontinjensi,
proyek KPBU, penugasan BUMN, dana khusus, dan risiko pensiun. Anggaran bukan dokumen
teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi antara mandat konstitusional,
janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar, dan aspirasi masyarakat.
Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan kepentingan publik
jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar kebijakan tetap dapat
dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan semua pihak.

Dari uraian tersebut, reformasi institusi dan tata kelola tidak dapat diperlakukan sebagai isu sektoral
yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan, kualitas institusi, distribusi manfaat,
dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang
memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi kelompok rentan, memperkuat
kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil kepada generasi mendatang.
Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko, evaluasi berkala, serta
keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

18. Peran Pemerintah Daerah

Bagian ini membahas peran pemerintah daerah sebagai unsur penting dalam menilai kemampuan
negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Secara ekonomi politik, Sebagian besar layanan dasar dialami warga pada tingkat daerah sehingga
kualitas ruang fiskal nasional bergantung pada kapasitas fiskal subnasional. Anggaran bukan
dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi antara mandat
konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar, dan aspirasi
masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan kepentingan
publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar kebijakan tetap
dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Sebagian besar layanan dasar dialami warga pada tingkat
daerah sehingga kualitas ruang fiskal nasional bergantung pada kapasitas fiskal subnasional. Efek
fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek menciptakan biaya
pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah penjaminan menciptakan
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risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu,
analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan antargenerasi, bukan hanya
kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Transfer perlu menyeimbangkan pemerataan, insentif kinerja, kebutuhan
geografis, kemiskinan, biaya layanan, dan kemampuan pendapatan asli daerah. Keragaman wilayah,
kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan membuat satu desain kebijakan
tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program nasional memerlukan ruang adaptasi lokal,
namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data, audit, dan mekanisme koreksi.
Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan pembagian peran yang jelas antara
pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Transfer perlu menyeimbangkan pemerataan, insentif kinerja, kebutuhan
geografis, kemiskinan, biaya layanan, dan kemampuan pendapatan asli daerah. Kebijakan yang
secara konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir, pengadaan terlambat,
petunjuk teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak memadai. Dengan
demikian, kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal. Mengalokasikan dana pada
program yang belum siap sama artinya dengan mengunci ruang anggaran tanpa memperoleh
manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Daerah harus didorong memperbaiki pajak properti, retribusi
yang rasional, administrasi digital, pengelolaan aset, dan kerja sama antardaerah. Keadilan fiskal
tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah yang sama. Keadilan dapat menuntut alokasi
lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah dengan biaya layanan tinggi, atau generasi
muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis
distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan evaluasi APBN.

Akhirnya, Daerah harus didorong memperbaiki pajak properti, retribusi yang rasional, administrasi
digital, pengelolaan aset, dan kerja sama antardaerah. Kepercayaan publik merupakan aset fiskal
yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh ketika melihat layanan yang bermutu, aturan
yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang mampu menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya,
ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan memperlemah legitimasi pemungutan pajak maupun
reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi publik harus menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya,
dan mekanisme perlindungan secara terbuka.

Pembahasan mengenai peran pemerintah daerah perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih
luas. Belanja daerah perlu memprioritaskan guru, tenaga kesehatan, air, sanitasi, jalan lokal,
pengelolaan sampah, adaptasi bencana, dan pelayanan perizinan. Dalam praktik kebijakan publik,
pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah tidak cukup hanya menjaga angka agregat, tetapi
harus memastikan hubungan yang masuk akal antara tujuan, instrumen, biaya, kelompok penerima
manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan itu lemah, anggaran mudah berubah
menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat, anggaran menjadi alat transformasi
yang memungkinkan negara melindungi warga sekaligus membangun kapasitas ekonomi jangka
panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Belanja daerah perlu memprioritaskan guru, tenaga
kesehatan, air, sanitasi, jalan lokal, pengelolaan sampah, adaptasi bencana, dan pelayanan
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perizinan. Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost: penambahan
satu program dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan kesehatan,
tambahan utang, atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu, prioritisasi tidak
boleh berhenti pada pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus membedakan
mana yang mendesak, mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan mana yang
sebaiknya dikerjakan oleh swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Pengendalian defisit daerah dan pinjaman harus disertai akses pembiayaan
bagi proyek produktif yang memiliki arus manfaat dan tata kelola memadai. Anggaran bukan
dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi antara mandat
konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar, dan aspirasi
masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan kepentingan
publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar kebijakan tetap
dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Pengendalian defisit daerah dan pinjaman harus disertai akses
pembiayaan bagi proyek produktif yang memiliki arus manfaat dan tata kelola memadai. Efek fiskal
sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek menciptakan biaya
pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah penjaminan menciptakan
risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu,
analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan antargenerasi, bukan hanya
kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dari uraian tersebut, peran pemerintah daerah tidak dapat diperlakukan sebagai isu sektoral yang
berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan, kualitas institusi, distribusi manfaat, dan
kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang memberikan
manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi kelompok rentan, memperkuat kapasitas produktif,
dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil kepada generasi mendatang. Karena itu, keputusan
anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko, evaluasi berkala, serta keberanian melakukan
koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

19. BUMN, Penugasan, dan Kewajiban Kontinjensi

Bagian ini membahas bumn, penugasan, dan kewajiban kontinjensi sebagai unsur penting dalam
menilai kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Aspek penting lainnya adalah bahwa BUMN dapat menjalankan misi strategis, tetapi penugasan
publik harus dibayar secara transparan dan tidak mengaburkan biaya kebijakan. Efek fiskal sering
tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek menciptakan biaya pemeliharaan;
sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah penjaminan menciptakan risiko; dan
sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis
harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan antargenerasi, bukan hanya kemampuan
mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, BUMN dapat menjalankan misi strategis, tetapi penugasan publik harus
dibayar secara transparan dan tidak mengaburkan biaya kebijakan. Keragaman wilayah, kapasitas
administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan membuat satu desain kebijakan tidak selalu
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menghasilkan dampak yang sama. Program nasional memerlukan ruang adaptasi lokal, namun
adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data, audit, dan mekanisme koreksi.
Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan pembagian peran yang jelas antara
pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Penjaminan, penyertaan modal, kompensasi, kewajiban take-or-pay, dan
dukungan proyek dapat berubah menjadi beban APBN ketika asumsi tidak tercapai. Kebijakan yang
secara konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir, pengadaan terlambat,
petunjuk teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak memadai. Dengan
demikian, kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal. Mengalokasikan dana pada
program yang belum siap sama artinya dengan mengunci ruang anggaran tanpa memperoleh
manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Penjaminan, penyertaan modal, kompensasi, kewajiban take-
or-pay, dan dukungan proyek dapat berubah menjadi beban APBN ketika asumsi tidak tercapai.
Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah yang sama. Keadilan dapat
menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah dengan biaya layanan tinggi,
atau generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang dan lingkungan. Oleh karena
itu, analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan evaluasi APBN.

Akhirnya, Setiap penugasan harus memiliki kontrak kinerja, indikator layanan, batas risiko, sumber
kompensasi, dan mekanisme evaluasi. Kepercayaan publik merupakan aset fiskal yang tidak
terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh ketika melihat layanan yang bermutu, aturan yang adil,
korupsiyang ditindak, dan pejabat yang mampu menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya,
ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan memperlemah legitimasi pemungutan pajak maupun
reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi publik harus menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya,
dan mekanisme perlindungan secara terbuka.

Pembahasan mengenai bumn, penugasan, dan kewajiban kontinjensi perlu ditempatkan dalam
kerangka yang lebih luas. Setiap penugasan harus memiliki kontrak kinerja, indikator layanan, batas
risiko, sumber kompensasi, dan mekanisme evaluasi. Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan
tersebut berarti bahwa pemerintah tidak cukup hanya menjaga angka agregat, tetapi harus
memastikan hubungan yang masuk akal antara tujuan, instrumen, biaya, kelompok penerima
manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan itu lemah, anggaran mudah berubah
menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat, anggaran menjadi alat transformasi
yang memungkinkan negara melindungi warga sekaligus membangun kapasitas ekonomi jangka
panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Restrukturisasi BUMN tidak cukup melalui perubahan
organisasi; perlu disiplin investasi, tata kelola dewan, transparansi anak perusahaan, dan
pengendalian leverage. Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost:
penambahan satu program dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan
kesehatan, tambahan utang, atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu,
prioritisasi tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus
membedakan mana yang mendesak, mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan
mana yang sebaiknya dikerjakan oleh swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.
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Secara ekonomi politik, Restrukturisasi BUMN tidak cukup melalui perubahan organisasi; perlu
disiplin investasi, tata kelola dewan, transparansi anak perusahaan, dan pengendalian leverage.
Anggaran bukan dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi
antara mandat konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar,
dan aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan
kepentingan publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar
kebijakan tetap dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan
semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Pemerintah harus mempublikasikan laporan risiko fiskal yang
mudah dipahami agar publik mengetahui kewajiban yang belum muncul dalam defisit tahun
berjalan. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek
menciptakan biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah
penjaminan menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama
bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan
antargenerasi, bukan hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Pemerintah harus mempublikasikan laporan risiko fiskal yang mudah
dipahami agar publik mengetahui kewajiban yang belum muncul dalam defisit tahun berjalan.
Keragaman wilayah, kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan membuat
satu desain kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program nasional memerlukan
ruang adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data, audit, dan
mekanisme koreksi. Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan pembagian
peranyang jelas antara pusat dan daerah.

Dari uraian tersebut, bumn, penugasan, dan kewajiban kontinjensi tidak dapat diperlakukan sebagai
isu sektoral yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan, kualitas institusi,
distribusi manfaat, dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan yang tepat adalah
pilihan yang memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi kelompok rentan,
memperkuat kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil kepada generasi
mendatang. Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko, evaluasi berkala,
serta keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

20. Skenario dan Uji Ketahanan Fiskal

Bagian ini membahas skenario dan uji ketahanan fiskal sebagai unsur penting dalam menilai
kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Dalam konteks Indonesia, Anggaran sebaiknya disusun bukan hanya dengan satu proyeksi dasar,
tetapi dengan skenario pertumbuhan rendah, harga komoditas turun, rupiah melemah, bunga naik,
dan bencana besar. Keragaman wilayah, kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat
kemiskinan membuat satu desain kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program
nasional memerlukan ruang adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan,
data, audit, dan mekanisme koreksi. Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan
pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah.
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Dari sisi implementasi, Anggaran sebaiknya disusun bukan hanya dengan satu proyeksi dasar, tetapi
dengan skenario pertumbuhan rendah, harga komoditas turun, rupiah melemah, bunga naik, dan
bencana besar. Kebijakan yang secara konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak
mutakhir, pengadaan terlambat, petunjuk teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas
pelaksana tidak memadai. Dengan demikian, kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas
fiskal. Mengalokasikan dana pada program yang belum siap sama artinya dengan mengunci ruang
anggaran tanpa memperoleh manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Stress testing menunjukkan seberapa cepat defisit, bunga,
subsidi, dan rasio utang berubah ketika asumsi makro bergeser. Keadilan fiskal tidak selalu berarti
setiap kelompok menerima jumlah yang sama. Keadilan dapat menuntut alokasi lebih besar kepada
warga yang paling rentan, wilayah dengan biaya layanan tinggi, atau generasi muda yang
menanggung konsekuensi keputusan utang dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis distribusi perlu
menjadi bagian rutin dari penyusunan dan evaluasi APBN.

Akhirnya, Stress testing menunjukkan seberapa cepat defisit, bunga, subsidi, dan rasio utang
berubah ketika asumsi makro bergeser. Kepercayaan publik merupakan aset fiskal yang tidak
terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh ketika melihat layanan yang bermutu, aturan yang adil,
korupsi yang ditindak, dan pejabat yang mampu menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya,
ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan memperlemah legitimasi pemungutan pajak maupun
reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi publik harus menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya,
dan mekanisme perlindungan secara terbuka.

Pembahasan mengenai skenario dan uji ketahanan fiskal perlu ditempatkan dalam kerangka yang
lebih luas. Buffer fiskal dapat berupa cadangan, fleksibilitas realokasi, pembiayaan siaga, saldo kas
memadai, serta portofolio utang yang tahan guncangan. Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan
tersebut berarti bahwa pemerintah tidak cukup hanya menjaga angka agregat, tetapi harus
memastikan hubungan yang masuk akal antara tujuan, instrumen, biaya, kelompok penerima
manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan itu lemah, anggaran mudah berubah
menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat, anggaran menjadi alat transformasi
yang memungkinkan negara melindungi warga sekaligus membangun kapasitas ekonomi jangka
panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Buffer fiskal dapat berupa cadangan, fleksibilitas
realokasi, pembiayaan siaga, saldo kas memadai, serta portofolio utang yang tahan guncangan.
Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost: penambahan satu program
dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan kesehatan, tambahan utang,
atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu, prioritisasi tidak boleh berhenti pada
pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus membedakan mana yang mendesak,
mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh
swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Kebijakan countercyclical mensyaratkan disiplin pada masa baik agar
pemerintah memiliki kemampuan bertindak pada masa buruk. Anggaran bukan dokumen
teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi antara mandat konstitusional,
janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar, dan aspirasi masyarakat.
Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan kepentingan publik
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jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar kebijakan tetap dapat
dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Kebijakan countercyclical mensyaratkan disiplin pada masa
baik agar pemerintah memiliki kemampuan bertindak pada masa buruk. Efek fiskal sering tidak
berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek menciptakan biaya pemeliharaan; sebuah
skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah penjaminan menciptakan risiko; dan sebuah
insentif pajak mengurangi penerimaan selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis harus
menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan antargenerasi, bukan hanya kemampuan
mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Risiko jangka panjang seperti penuaan penduduk, pensiun, perubahan
iklim, dan disrupsi teknologi perlu masuk ke fiscal sustainability report. Keragaman wilayah,
kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan membuat satu desain kebijakan
tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program nasional memerlukan ruang adaptasi lokal,
namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data, audit, dan mekanisme koreksi.
Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan pembagian peran yang jelas antara
pusat dan daerah.

Dari sisi implementasi, Risiko jangka panjang seperti penuaan penduduk, pensiun, perubahan iklim,
dan disrupsi teknologi perlu masuk ke fiscal sustainability report. Kebijakan yang secara konseptual
baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir, pengadaan terlambat, petunjuk teknis
berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak memadai. Dengan demikian, kesiapan
implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal. Mengalokasikan dana pada program yang belum
siap sama artinya dengan mengunci ruang anggaran tanpa memperoleh manfaat yang dijanjikan.

Dari uraian tersebut, skenario dan uji ketahanan fiskal tidak dapat diperlakukan sebagai isu sektoral
yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan, kualitas institusi, distribusi manfaat,
dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang
memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi kelompok rentan, memperkuat
kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil kepada generasi mendatang.
Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko, evaluasi berkala, serta
keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

21. Peta Jalan Kebijakan 2026-2030

Bagian ini membahas peta jalan kebijakan 2026-2030 sebagai unsur penting dalam menilai
kemampuan negara memilih dan membiayai kebijakan publik.

Dari sisiimplementasi, Tahun pertama perlu difokuskan pada spending review, inventarisasi
kewajiban, penghentian duplikasi, dan perlindungan layanan dasar. Kebijakan yang secara
konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir, pengadaan terlambat, petunjuk
teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak memadai. Dengan demikian,
kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal. Mengalokasikan dana pada program yang
belum siap sama artinya dengan mengunci ruang anggaran tanpa memperoleh manfaat yang
dijanjikan.
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Prinsip keadilan juga relevan karena Tahun pertama perlu difokuskan pada spending review,
inventarisasi kewajiban, penghentian duplikasi, dan perlindungan layanan dasar. Keadilan fiskal
tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah yang sama. Keadilan dapat menuntut alokasi
lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah dengan biaya layanan tinggi, atau generasi
muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis
distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan evaluasi APBN.

Akhirnya, Tahun kedua dan ketiga diarahkan pada reformasi subsidi, penguatan administrasi pajak,
evaluasi insentif, dan perbaikan transfer berbasis kinerja. Kepercayaan publik merupakan aset fiskal
yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh ketika melihat layanan yang bermutu, aturan
yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang mampu menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya,
ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan memperlemah legitimasi pemungutan pajak maupun
reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi publik harus menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya,
dan mekanisme perlindungan secara terbuka.

Pembahasan mengenai peta jalan kebijakan 2026-2030 perlu ditempatkan dalam kerangka yang
lebih luas. Tahun kedua dan ketiga diarahkan pada reformasi subsidi, penguatan administrasi pajak,
evaluasi insentif, dan perbaikan transfer berbasis kinerja. Dalam praktik kebijakan publik,
pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah tidak cukup hanya menjaga angka agregat, tetapi
harus memastikan hubungan yang masuk akal antara tujuan, instrumen, biaya, kelompok penerima
manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan itu lemah, anggaran mudah berubah
menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat, anggaran menjadi alat transformasi
yang memungkinkan negara melindungi warga sekaligus membangun kapasitas ekonomi jangka
panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Tahun berikutnya memperdalam reformasi pensiun,
pembiayaan kesehatan, pasar surat utang domestik, manajemen aset, dan anggaran iklim.
Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost: penambahan satu program
dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan kesehatan, tambahan utang,
atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu, prioritisasi tidak boleh berhenti pada
pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus membedakan mana yang mendesak,
mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh
swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Tahun berikutnya memperdalam reformasi pensiun, pembiayaan
kesehatan, pasar surat utang domestik, manajemen aset, dan anggaran iklim. Anggaran bukan
dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi antara mandat
konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar, dan aspirasi
masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan kepentingan
publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar kebijakan tetap
dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Setiap tahap harus memiliki indikator seperti tax ratio, rasio
bunga terhadap pendapatan, porsi belanja produktif, ketepatan sasaran bantuan, serta kualitas
layanan. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek menciptakan
biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah penjaminan
menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama bertahun-tahun.
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Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan antargenerasi, bukan
hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Setiap tahap harus memiliki indikator seperti tax ratio, rasio bunga
terhadap pendapatan, porsi belanja produktif, ketepatan sasaran bantuan, serta kualitas layanan.
Keragaman wilayah, kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan membuat
satu desain kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Program nasional memerlukan
ruang adaptasi lokal, namun adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data, audit, dan
mekanisme koreksi. Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan pembagian
peran yang jelas antara pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Peta jalan harus tahan terhadap pergantian pejabat dan siklus politik melalui
regulasi, transparansi, partisipasi publik, dan komitmen lintas lembaga. Kebijakan yang secara
konseptual baik dapat gagal karena data penerima tidak mutakhir, pengadaan terlambat, petunjuk
teknis berubah, koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak memadai. Dengan demikian,
kesiapan implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal. Mengalokasikan dana pada program yang
belum siap sama artinya dengan mengunci ruang anggaran tanpa memperoleh manfaat yang
dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Peta jalan harus tahan terhadap pergantian pejabat dan siklus
politik melalui regulasi, transparansi, partisipasi publik, dan komitmen lintas lembaga. Keadilan
fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah yang sama. Keadilan dapat menuntut
alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah dengan biaya layanan tinggi, atau
generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang dan lingkungan. Oleh karena itu,
analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan evaluasi APBN.

Dari uraian tersebut, peta jalan kebijakan 2026-2030 tidak dapat diperlakukan sebagai isu sektoral
yang berdiri sendiri. la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan, kualitas institusi, distribusi manfaat,
dan kemampuan negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang
memberikan manfaat sosial terbesar per rupiah, melindungi kelompok rentan, memperkuat
kapasitas produktif, dan tidak memindahkan biaya secara tidak adil kepada generasi mendatang.
Karena itu, keputusan anggaran perlu didukung bukti, skenario risiko, evaluasi berkala, serta
keberanian melakukan koreksi ketika hasil tidak sesuai dengan tujuan.

22. Kesimpulan

Bagian ini membahas kesimpulan sebagai unsur penting dalam menilai kemampuan negara memilih
dan membiayai kebijakan publik.

Prinsip keadilan juga relevan karena Ruang fiskal Indonesia belum berada pada kondisi tanpa
kendali, tetapi kecenderungan penyempitan harus diperlakukan sebagai peringatan strategis.
Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah yang sama. Keadilan dapat
menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah dengan biaya layanan tinggi,
atau generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang dan lingkungan. Oleh karena
itu, analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan evaluasi APBN.
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Akhirnya, Ruang fiskal Indonesia belum berada pada kondisi tanpa kendali, tetapi kecenderungan
penyempitan harus diperlakukan sebagai peringatan strategis. Kepercayaan publik merupakan aset
fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh ketika melihat layanan yang bermutu,
aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang mampu menjelaskan pilihan sulit.
Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan memperlemah legitimasi pemungutan
pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi publik harus menyampaikan alasan, data,
manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara terbuka.

Pembahasan mengenai kesimpulan perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Prioritas
utama adalah modal manusia, perlindungan sosial adaptif, ketahanan pangan-air-energi,
infrastruktur selektif, produktivitas, dan adaptasi iklim. Dalam praktik kebijakan publik, pernyataan
tersebut berarti bahwa pemerintah tidak cukup hanya menjaga angka agregat, tetapi harus
memastikan hubungan yang masuk akal antara tujuan, instrumen, biaya, kelompok penerima
manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi. Ketika hubungan itu lemah, anggaran mudah berubah
menjadi daftar kegiatan. Sebaliknya, ketika hubungan itu kuat, anggaran menjadi alat transformasi
yang memungkinkan negara melindungi warga sekaligus membangun kapasitas ekonomi jangka
panjang.

Dari sudut pandang manajemen strategis, Prioritas utama adalah modal manusia, perlindungan
sosial adaptif, ketahanan pangan-air-energi, infrastruktur selektif, produktivitas, dan adaptasi iklim.
Konsekuensinya, keputusan fiskal selalu mengandung opportunity cost: penambahan satu program
dapat berarti pengurangan pemeliharaan jalan, penundaan layanan kesehatan, tambahan utang,
atau hilangnya cadangan untuk menghadapi krisis. Karena itu, prioritisasi tidak boleh berhenti pada
pernyataan bahwa semua sektor penting. Pemerintah harus membedakan mana yang mendesak,
mana yang berdampak tinggi, mana yang dapat ditunda, dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh
swasta, masyarakat, atau pemerintah daerah.

Secara ekonomi politik, Program rendah manfaat, subsidi tidak tepat sasaran, proyek belum siap,
dan belanja administratif berlebih harus dikurangi agar prioritas memperoleh pendanaan nyata.
Anggaran bukan dokumen teknokratis yang steril dari kepentingan; ia merupakan hasil negosiasi
antara mandat konstitusional, janji politik, tekanan kelompok, kebutuhan birokrasi, kondisi pasar,
dan aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah mencegah kepentingan jangka pendek mengalahkan
kepentingan publik jangka panjang. Transparansi, evaluasi, dan disiplin aturan diperlukan agar
kebijakan tetap dapat dipertanggungjawabkan sekalipun pilihan yang diambil tidak menyenangkan
semua pihak.

Aspek penting lainnya adalah bahwa Program rendah manfaat, subsidi tidak tepat sasaran, proyek
belum siap, dan belanja administratif berlebih harus dikurangi agar prioritas memperoleh
pendanaan nyata. Efek fiskal sering tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan. Sebuah proyek
menciptakan biaya pemeliharaan; sebuah skema bantuan menciptakan ekspektasi; sebuah
penjaminan menciptakan risiko; dan sebuah insentif pajak mengurangi penerimaan selama
bertahun-tahun. Oleh sebab itu, analisis harus menggunakan perspektif biaya siklus hidup dan
antargenerasi, bukan hanya kemampuan mencairkan anggaran pada satu periode.

Dalam konteks Indonesia, Reformasi penerimaan, tata kelola, BUMN, transfer daerah, dan
pengelolaan risiko sama pentingnya dengan pemotongan belanja. Keragaman wilayah, kapasitas
administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat kemiskinan membuat satu desain kebijakan tidak selalu
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menghasilkan dampak yang sama. Program nasional memerlukan ruang adaptasi lokal, namun
adaptasi tersebut harus disertai standar layanan, data, audit, dan mekanisme koreksi.
Desentralisasi yang baik bukan pemindahan beban, melainkan pembagian peran yang jelas antara
pusat dan daerah.

Dari sisiimplementasi, Reformasi penerimaan, tata kelola, BUMN, transfer daerah, dan pengelolaan
risiko sama pentingnya dengan pemotongan belanja. Kebijakan yang secara konseptual baik dapat
gagal karena data penerima tidak mutakhir, pengadaan terlambat, petunjuk teknis berubah,
koordinasi lemah, atau kapasitas pelaksana tidak memadai. Dengan demikian, kesiapan
implementasi adalah bagian dari prioritas fiskal. Mengalokasikan dana pada program yang belum
siap sama artinya dengan mengunci ruang anggaran tanpa memperoleh manfaat yang dijanjikan.

Prinsip keadilan juga relevan karena Pada akhirnya, kualitas fiskal dinilai dari kemampuan negara
mengubah sumber daya terbatas menjadi kepercayaan publik, kesempatan ekonomi, dan
kesejahteraan antargenerasi. Keadilan fiskal tidak selalu berarti setiap kelompok menerima jumlah
yang sama. Keadilan dapat menuntut alokasi lebih besar kepada warga yang paling rentan, wilayah
dengan biaya layanan tinggi, atau generasi muda yang menanggung konsekuensi keputusan utang
dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis distribusi perlu menjadi bagian rutin dari penyusunan dan
evaluasi APBN.

Akhirnya, Pada akhirnya, kualitas fiskal dinilai dari kemampuan negara mengubah sumber daya
terbatas menjadi kepercayaan publik, kesempatan ekonomi, dan kesejahteraan antargenerasi.
Kepercayaan publik merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Wajib pajak lebih bersedia patuh
ketika melihat layanan yang bermutu, aturan yang adil, korupsi yang ditindak, dan pejabat yang
mampu menjelaskan pilihan sulit. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan pemborosan akan
memperlemah legitimasi pemungutan pajak maupun reformasi subsidi. Karena itu, komunikasi
publik harus menyampaikan alasan, data, manfaat, biaya, dan mekanisme perlindungan secara
terbuka.

Dari uraian tersebut, kesimpulan tidak dapat diperlakukan sebagai isu sektoral yang berdiri sendiri.
la berkaitan dengan kredibilitas kebijakan, kualitas institusi, distribusi manfaat, dan kemampuan
negara menghadapi ketidakpastian. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang memberikan manfaat
sosial terbesar per rupiah, melindungi kelompok rentan, memperkuat kapasitas produktif, dan tidak
memindahkan biaya secara tidak adil kepada generasi mendatang. Karena itu, keputusan anggaran
perlu didukung bukti, skenario risiko, evaluasi berkala, serta keberanian melakukan koreksi ketika
hasil tidak sesuai dengan tujuan.

Matriks Ringkas Prioritas Fiskal

Bidang

Alasan Prioritas

Instrumen Utama

Indikator Hasil

Modal manusia

Dampak produktivitas
dan pemerataan
jangka panjang

Pendidikan dasar,
kesehatan primer, gizi,
air dan sanitasi

Capaian belajar,
stunting, harapan
hidup, akses layanan
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Perlindungan sosial

Menahan guncangan
dan kemiskinan

Registri dinamis,
bantuan adaptif,
layanan kerja

Ketepatan sasaran,
pemulihan
pendapatan,
kemiskinan

Pangan-air-energi

Mengurangi risiko
sistemik dan inflasi

Irigasi, logistik,
konservasi air,
efisiensi energi

Volatilitas harga,
kehilangan pangan,
akses air/energi

Infrastruktur selektif

Menurunkan biaya
ekonomi

Pemeliharaan,
konektivitas produksi,
transportasi publik

Biaya logistik, waktu
tempuh, utilisasi aset

Produktivitas-digital

Memperluas basis
penerimaan masa
depan

Riset, keterampilan,
digital government,
UMKM

Produktivitas,
formalitas, adopsi
teknologi

Iklim dan bencana

Mengurangi kerugian
fiskal masa depan

Adaptasi, tata ruang,
dana kontinjensi

Kerugian bencana,
ketahanan wilayah,
emisi
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Glosarium

APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah
pusat yang disetujui DPR.

Belanja wajib: Pengeluaran yang besaran atau keberadaannya ditentukan oleh konstitusi, undang-
undang, kontrak, atau komitmen kebijakan.

Belanja perpajakan: Penerimaan pajak yang tidak dipungut karena insentif, pembebasan,
pengurangan, atau perlakuan khusus.

Countercyclical policy: Kebijakan yang melawan siklus ekonomi, misalnya memberi stimulus saat
perlambatan dan membangun cadangan saat ekonomi kuat.

Debt service: Pembayaran pokok dan bunga utang dalam periode tertentu.

Defisit fiskal: Kondisi ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara dalam satu
periode.

Earmarking: Penguncian atau penetapan sebagian penerimaan/belanja untuk tujuan tertentu.
Fiscal buffer: Cadangan kapasitas fiskal untuk menghadapi guncangan.
Keseimbangan primer: Selisih pendapatan dan belanja negara sebelum pembayaran bunga utang.

Kewajiban kontinjensi: Kewajiban potensial yang menjadi beban pemerintah apabila peristiwa
tertentu terjadi.

KPBU: Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk penyediaan infrastruktur atau layanan
publik.

Mandatory spending: Belanja yang diwajibkan oleh ketentuan hukum atau kebijakan mengikat.

Opportunity cost: Manfaat alternatif terbaik yang dikorbankan ketika sumber daya digunakan untuk
pilihan tertentu.

PNBP: Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Primary surplus: Surplus keseimbangan primer, yakni pendapatan melebihi belanja sebelum
bunga.

Ruang fiskal: Kapasitas pemerintah melakukan belanja atau kebijakan baru tanpa membahayakan
stabilitas dan kesinambungan fiskal.

Spending review: Evaluasi sistematis terhadap kebutuhan, efisiensi, efektivitas, dan relevansi
belanja yang sedang berjalan.

Sunset clause: Ketentuan yang mengakhiri program atau insentif pada waktu tertentu kecuali
diperpanjang melalui evaluasi.

Tax ratio: Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto.

Value for money: Prinsip memperoleh kombinasi terbaik antara ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan
kualitas dari pengeluaran publik.
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